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BAGIAN 1: PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kasus COVID-19 yang merebak sejak bulan Maret
2020 di Indonesia, kian hari semakin berfambah dan
belum memperlihatkan kurva melandai. Hingga 12
Januari 2021, akumulasi kasus positif COVID-19
sudah mencapai 846.765 orang, dengan kasus aktif
yang tercatat mencapai 126.313 (14,9%) dari pasien
yang terkonfirmasi positif COVID-19. Selain itu,
tercatat kasus sembuh 698.807 (82,2%), dan kasus
meninggal akibat COVID-19 mencapai 24.645 (3%).
Semakin bertambahnya kasus positif COVID-19 di

Indonesia, sedikit  menggambarkan  bahwa
penyebaran COVID-19 di Indonesia semakin tidak
terkendali. Bahkan, per tanggal 11 januari 2021,

persentase positivity rate atau rasio positif kasus
covid-tercatat sebesar 31,1 persen atau lebih enam
kali lipat standar Organisasi Kesehatan Dunia
(WHO).

WHO menetapkan ambang batas positivity rate
secara global yakni 5 persen. Positivity rate berguna
untuk mengukur sejauh mana sebaran atau
penularan COVID-19 disebuah daerah berdasarkan
pemeriksaan. Angka positivity rate yang tinggi
menunjukkan  semakin  banyak pula potensi
penularan yang mungkin terjadi.

Tak dipungkiri, pandemi Covid-19 meng-akibatkan
efek domino multisektoral khususnya pada sektor
kesehatan, social, dan ekonomi. Penyebaran
COVID-19  yang sangat  masif  mendorong
pemerintah untuk melakukan pembatasan social,
khususnya membatasi kegiatan ekonomi tatap
muka. Hal tersebut mengakibatkan melemahnya
aktivitas ekonomi yang berimbas pada menurunnya

pendapatan masyarakat, meningkatnya angka
pengangguran dan kemiskinan di masyarakat
hingga menyebabkan diubahnya arah
pembangunan di fingkat pusat maupun daerah.

Grafik 2
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Guna merespon hal fersebut, pemerintah
mengeluarkan  beberapa  kebijakan, diawali
dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang (Perpu) No. 1 tahun 2020 yang pada
akhirnya ditetapkan sebagai UU No. 2 tahun 2020,
serta beberapa kebijakan lanjutan yang mengatur
tentang  kebijokan  fiskal daon  mekanisme
penganggaran untuk penanganan COVID-19 baik
di fingkat pusat, Provinsi, Kabupaten/kota, bahkan
sampai tingkat desa. Kebijakan tersebut meliputi
mekanisme penggunaan dana transfer kepada
daerah, refocusing dan realokasi anggaran
kementerian/lembaga dan pemerintah daerah,
realokasi Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai
(BLT), serta terkait kebijakan keuangan negara dan
stabilitas sistem keuangan.

Grafik 1. Perkembangan Kasus Positif COVID-19 di Indonesia
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Kebijakan anggaran untuk penanganan COVID-19
di daerah diawali dengan diterbitkannya:

Keputusan Menteri Kevangan No. 6/KMK.7/2020
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2020,
Peraturan Menteri Keuangan No. 19/PMK.7/2020
Instruksi Presiden (Inpres) No. 4 tahun 2020 tentang
Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta
Pengadaan Barang Dan Jasa Dalam Rangka
Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019
(COVID-19)

o Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2020,
Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri No.
119/2813/sJ

e Menteri Keuangan No. 177/KMK.07/2020 tentang

Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Tahun 2020

Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease
2019 (COVID-19), Serta Pengamanan Daya Beli
Masyarakat Dan Perekonomian Nasional.

Pandemi COVID-19, memang menguiji kesiapan
dan ketahanan negara dalom menghadapi
bencana non alam di berbagai cakupan dan
sektor. Selain menguiji system kesehatan, system
perlindungan social, dan ketahanan  ekonomi,
pandemic COVID-19 juga menguji konsistensi
negara untuk tetap mengelola anggarannya
secara fransparan dan akuntabel pada saat

menghadapi pandemic, dan hal ini lah yang lebih
lanjut coba dilihat melalui kajian ini.

1.2 Tujuan Kajian

Kajian ini dilakukan untuk mengetahui sejauhmana
tfransparansi, akuntabilitas serta  efisiensi  dan
efektivitas anggaran penanganan COVID-19,
adapun terdapat tiga tujuan dari kajian ini:

1. Untuk mengetahui kebijokan anggaran yang
dilakukan pemerintah dalam menghadapi pandemic
COVID-19.

2. Untuk mengetahui kinerja anggaran Penanganan
COVID-19 dan PEN

3. Untuk mengetahu tingkat fransparansi dan
akuntabilitas anggaran penanganan COVID-19 dan
PEN.

1.3 Metodelogi

Metodologi yang digunakan dalam kajian ini
adalah metode pengumpulan data sekunder
anggaran Pemerintah Pusat dan Daerah yang
terkait dengan penanganan COVID-19 dan PEN.
Sedangkan untuk melihat aspek fransparansi dan
akuntabilitas dilakukan dengan uji akses terkait
permohonan data anggaran, Pers release
Kementerion Keuangan. Sedangkan untuk level
daerah dilakukan dengan memantau  website
daerah terkait pelaksanaan anggaran
penanganan COVID-19, serta melakukan uji akses
terkait transparansi dan akuntabilitas BA BUN untuk
penanganan COVID-19.




BAGIAN 2: POSTUR ANGGARAN

2.1 Alokasi Anggaran Penanganan COVID-19

Anggaran penanganan COVID-19 dan program
PEN mengalami perluasan cakupan. Anggaran
Penanganan COVID-19 dan PEN merupakan salah
kebijokan yang dilakukan pemerintah  guna
merespon pandemic COVID-19, yaitu dengan
mengalokasikan anggaran pada pos — pos bidang
kesehatan, penanganan dampak ekonomi, dan
jaring pengaman social. Adapun alokasi anggaran
penanganan COVID-19 dan PEN merupakan hasil
dari realokasi/refocussing anggaran serta
pengusahaan dari sumber pembiayaan lainnya.

Dalam perjalanannya pemerintah  melakukan
perluasan cakupan program penanganan covid-19
dan PEN, jika diawal program tersebut difokuskan
pada bidang kesehatan, perlindungan sosial,
insentif perpajakan dan stimulus kredit usaha rakyat
serfa  pembiayaan pemulihan perekonomian,
kemudian diperluas menjadi enam cakupan
meliputi kesehatan, perlindungan sosial, sektoral
kementerian/lembaga dan pemda, dukungan

UMKM, pembiayaan korporasi, dan bidang insentif
usaha.

Anggaran Penanganan COVID-19 dan PEN yang
membengkak sebesar Rp209,1 triliun dari alokasi di
awal. Alokasi anggaran penanganan COVID-19
dan PEN fidaklah sedikit, di awal pandemic
pemerintah  mengidentifikasikan bahwa biaya
penanganan COVID-19 dan PEN sekitar Rp405,1
triliun sebagaimana terftuang di dalam Perpu nomor
1/2020, namun kemudian anggaran penanganan
COVID-19 dan PEN mengalami revisi, dimana
anggaran Penanganan COVID-19 dan PEN pada
revisi pertama naik menjadi Rpé77,2 ftriliun dan
akhirnya membengkak menjadi Rpé95,5 triliun (25,4
persen dari total belanja negara) sebagaimana
tertuang di dalam Pepres 72/2020.

Membengkaknya kebutuhan alokasi anggaran
dalom  penanganan  COVID-19 dan  PEN
menyebabkan perubahan pada postur anggaran
negara sehingga beban belanja negara semakin
meningkat, dan defisit semakin dalam.

2.2 Postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Pandemi COVID-19 memberikan efek domino di segala sektor,

langkah awal yang dilakukan oleh

pemerintah pusat pada sisi anggaran, adalah menyerukan realokasi dan refocussing anggaran baik di
kementerian/lembaga maupun di tingkat pemerintah daerah. Pemerintah pusat melakukan 2 kali
perubahan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), revisi pertama melalui Peraturan
Presiden (pepres 54/2020) dan revisi kedua melalui Perpres 72/2020.

Grafik 3. Postur APBN 2017-2021
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Optimalisasi pendapatan negara dan  efisisensi
belanja k/I belum terlihat. Readlisasi sementara
pendapatan negara untuk tfahun anggaran 2020
terkontraksi  sebesar -16,7 persen, sedangkan
belanja negara membengkak sebesar 12 persen
dari redliasi yoy di tahun 2019. Alokasi Belanja
Negara di tahun 2020 meningkat dari Rp2.540,42
triliun  menjadi Rp2.739 frilliun, dimana alokasi
Belanja Negara unfuk Pemerintah Pusat semakin
besar mencapai Rp1.975,2 triliun (72,1%) sedangkan
alokasi belanja untuk TKDD sebesar Rp763,9 triliun
(27.,9%) terhadap total belanja negara. Optimalisasi
pendapatan negara dan efisisensi belanja k/I belum
tercermin pada skema ini, hal ini terlihat dari
tingginya SILPA sebesar Rp234,7 trilliun pada realisasi
sementara APBN 2020.

Pendapatan Negara di dalam APBN 2021
ditargetkan meningkat menjadi Rp1.743,6 frilliun,
namun menurun secara persentase terhadap PDB.
Pada APBN 2021 persentase pendapatan negara
terhadap PDB justru tfurun menjadi 9,9 persen jika
dibandingkan realisasi sementara tahun 2020
sebesar 10,4 persen. Readlisasi sementara
pendapatan negara pada saat pandemi di tahun

2020 fidak mencapai target yang ditentukan, yaitu
terealisasikan sebesar Rp1.633,60, akan tetapi di
tahun 2021 pemerintah tetap menargetkan
pendapatan negara meningkat menjadi Rp1.743,6
trilliun. Target ini cukup dikatakan tinggi mengingat
penyebaran COVID-19 masih sangat masif di
Indonesia, dan perekonomian belum pulih
sepenuhnya.

Melatih kepekaan di masa pandemic Covid-19.
Meskipun kebijakan untuk realokasi dan refocussing
sudah dikeluarkan oleh pemerintah pusat, namun
tidak serta merta membuat seluruh
kementerian/lembaga memiliki ‘kepekaan’ untuk
memangkas anggarannya. Kenyataannya, masih

terdapat kementerian/lembaga  yang memiliki
alokasi anggaran yang cukup fantastis seperti
halnya kementerian pertahanan dan POLRI. Bahkan
pada APBN Perubahan TA 2020, Kementerian
Pertahanan alokasi unfuk program modernisasi
alusista dan/atau non-alutsista baik untuk matra
darat, laut, dan udara memiliki porsi anggaran yang
cukup besar yaitu Rp8,862 triliun.

Grafik 4. Kementerian/Lembaga Dengan Anggaran Terbesar
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Grafik 5. Belanja Fungsi Kesehatan dan Belanja fungsi Ekonomi 2017-2021
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Belanja Kesehatan belum menjadi prioritas dikala Ketergantungan terhadap Dana Transfer meningkat.

pandemic. Meski dalam kondisi mengadapi pandemic
COVID-19 nyatanya pemerintah lebih besar
menggelontorkan anggaran untuk fungsi  ekonomi
dibandingkan untuk belanja fungsi kesehatan. Anggaran
belanja untuk fungsi kesehatan di tahun 2020P hanya
dianggarkan sebesar Rp81,6 trilliun, sedangkan anggaran
belanja untuk fungsi ekonomi mencapai Rp436 triliun.

Di tahun 2021 pun ferjadi hal yang sama, meskipun
mengalami  kenaikan, alokasi untuk belanja fungsi
kesehatan hanya sebesar Rpl111,7 ftriliun, sedangkan

alokasi belanja fungsi ekonomi mencapai RpS511,3 frilliun.
Padahal sebagaimana kita ketahui, sektor kesehatan di
Indonesia masih penuh dengan beragam permasalahan,
dari mulai minimnya fasilitas kesehatan hingga kurangnya
tfenaga kesehatan.

Permasalahan tersebut kian terasa khususnya di saat
pandemic COVID-19, dari mulai kurangnya kapasitas
rumah sakit, sarana — dan prasarana rumah sakit yang
minim, dan kurangnya tfenaga medis, sehingga
pengutamaan anggaran di sektor kesehatan seharusnya
menjadi sesuatu yang mutlak harus dilakukan.

Pemerintah melakukan penyesuaian pagu anggaran
terhadap beberapa pos TKDD seperti DBH, DAU, DAK Fisik,
dan Dana Otsus serta Dana Keistimewaan akibat
menurunnya proyeksi pendapatan negara. Pengurangan
alokasi dana fransfer sangat mempengaruhi sumber
pendapatan daerah, khususnya daerah yang memiliki
kemampuan fiscal menengah dan sangat rendah. Untuk
mengatasi menurunnya pendapatan daerah dan
membantu daerah dalom mengatasi penanganan
COVID-19, pemerintah kemudian memberikan tambahan
dana transfer melalui dana insentif daerah (DID),
cadangan DAK Fisik, DAK non fisik, dan Dana Desa.

Realisasi anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa
(TKDD) tahun 2020 mencapai Rp762,53 friliun (99,82 persen
dari pagu APBN Perpres 72 tahun 2020). Hampir seluruhnya
program daerah terlaksana mencapai target di atas 80
persen, seperti Insentif NAKES melaui BOK Tambahan
(99.9%). Cadangan DAK Fisik (83,59%). DID Tambahan
(99.1%). kecuali BLT Desa (71,6%). Hal tersebut disebabkan
penduduk miskin di desa telah mendapatkan bantuan
dari dana bansos lainnya dari pemerintah pusat (kartu
sembako, PKH, dan BST). Penyaluran dana transfer di saat
pandemic sangat membantu pemerintah daerah untuk
tetap dapat menjalankan program di daerahnya
khususnya dalam penanganan COVID-19.

Grafik 6 Alokasi dan Realisasi TKDD tahun 2019 - 2020
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Pandemi COVID-19 mendorong defisit semakin dalam. Revisi APBN melalui Pepres nomor 72/2020 membuka
ruang terjadinya defisit anggaran yang semakin dalam dari Rp307,2 triliun atau sebesar 1,8 persen terhadap
PDB, menjadi Rp1.039,2 tfriliun atau 6,34 persen terhadap PDB. Pola pembelanjaan defisit ini sebagaimana
terfuang pada UU Nomor 2 tahun 2020 tentang pengesahan Perppu nomor1/2020, dimana defisit akan
melewati batas normal dan akan berlangsung hingga tahun 2022.

Grafik 7. Defisit APBN Tahun 2017-2021
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Sumber : APBN, LKPP APBN, dan pers release Kemenkeu

Skema utang sebagai sumber menutup defisit anggaran, menyebabkan hutang Indonesia membengkak
dengan rasio utang terhadap PDB mencapai 38,68 persen. Pemerintah telah memposisikan pembiayaan
utang sebagai instfrumen kebijakan fiskal untuk mempercepat penanganan Covid-19 dan pemulihan
ekonomi. Hal ini nampak jelas dari pembiayaan anggaran yang meroket tajam dari Rp437,5 triliun di 2019
menjadi Rp1.039,22 triliun di 2020. Readlisasi sementara pembiayaan anggaran di tfahun 2020 tercatat
mencapai Rp1.190,95 triliun, terdiri dari realisasi Surat Berharga Negara (Netto) sebesar Rp1.177,2 triliun dan
realisasi Pinjaman (Neto) sebesar Rp49,7 triliun, sedangkan untuk menutup defisit di tahun 2021, pemerintah
mematok pembiayaan anggaran sebesar Rp1.177,351 friliun. Posisi utang Pemerintah per akhir Desember
2020 berada di angka Rp6.074,56 ftriliun, secara nominal posisi utang Pemerintah Pusat mengalami
peningkatan sebesar Rp1.295,96 triliun dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2019.

2.3 Postur APBD Se-Indonesia

Realokasi dan refocussing anggaran di daerah terburu waktu dan kemampuan fiscal daerah. Penyebaran
pandemic COVID-19 yang masif membuat pemerintah pusat mengeluarkan beberapa kebijakan agar
pemerintah daerah sesegera mungkin melakukan realokasi dan refocussing anggaran untuk penanganan
COVID-19, diantaranya melalui Instruksi Menteri (Inmen) Nomor 10/2020 serta Surat Keputusan Bersama (SKB)
Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 199/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020 terkait
percepatan penyesuaian APBD 2020 dalam rangka
penanganan Covid-19, serta pengamanan daya beli
masyarakat dan perekonomian Nasional.

0% — —
-10% N . - ,
20% - . - l Pemerintah daerah diminta untuk merealokasi

Grafik 8. Persentase Refocusing APBD TA 2020
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Sumber :Paparan Bagian Dana Transfer Umum, DJPK berjudul Pemantauan dan
Evaluasi Dana Transfer dalam Upaya Penanganan COVID 19 di Daerah, 2020
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Sedangkan pendapatan daerah diproyeksikan furun sebesar 15,95 persen yang dipicu oleh menurunnya
PAD sebesar 29,10 persen khususnya pada wilayah Jawa — Bali yang memiliki kasus Covid-19 yang cukup
tinggi. Terdapat 40 persen' daerah yang telah sesuai dengan standar minimal 35 persen dari
belanja barang/jasa, yang terdiri dari 15 provinsi, 42 kabupaten, dan 13 kota.

Grafik 9. Rasionalisasi Belanja Barang/Jasa dan Modal
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Sumber : PEPD Bappenas dan Seknas Fitra, 2020

Sedangkan daerah yang telah sesuai mengalokasikan anggaran sesuai dengan proporsi minimal
35 persen mencapai 65 persen meliputi 25 provinsi, 65 kabupaten, dan 23 kota. Hal tersebut
menggambarkan bahwa proses realokasi dan refocussing yang dilakukan oleh pemerintah daerah
bukanlah hal yang mudah, dari hasil kajian terdahulu? didapat bahwa terbatasnya kapasitas fiscal
daerah, tenggat wakttu yang singkat, serta perubahan regulasi yang begitu cepat membuat
pemerintah daerah kesulitan untuk mengikuti standar yang ditetapkan.

Grafik 10 Alokasi Anggaran COVID dan Indeks
Kapasitas Fiskal Daerah di 34 Provinsi
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Sumber : Ditien Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam
Negeri dan PMK, diolah oleh Fitra

I Kajian dilakukan di 34 Provinsi, 113 Kabupaten, 28 Kota
2 PEPD Bappenas dan Seknas Fitra, 2020

Realokasi anggaran sangat
mempengaruhi  kemampuan  belanja
daerah dalam mengalokasikan

anggaran covid-19. Bagi daerah yang
memiliki  kapasitas  fiscal menengah
hingga sangat rendah, khususnya daerah
yang memiliki ketergantungan terhadap
dana transfer dari pemerintah pusat
dalam pembiayaan belanja, proses
realokasi anggaran sangat menekan
kemampuan daerah untuk melanjutkan
keberlangsungan jalannya program di
daerah, dan mempengaruhi
kemampuan dalam  mengalokasikan
anggaran penanganan COVID-19,
sedangkan untuk daerah yang memiliki
kapasitas fiscal tinggi dapat lebih fleksibel
banyak dalam mengalokasikan
anggaran penanganan COVID-19.
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Sebagai gambaran, dari 34 provinsi di Indonesia,
terdapat 12 persen atau 4 provinsi yang memiliki
indeks kapasitas fiscal sangat tinggi, 15 persen atau
5 provinsi dengan indeks kapasitas fiscal tinggi, 24
persen provinsi atau sebanyak 8 provinsi dengan
indeks kapasitas fiscal sedang, 24 persen atau
sekitar 8 provinsi dengan indeks kapasitas fiscal
rendah, dan 26 persen provinsi dengan indeks
kapasitas fiscal sangat rendah yaitu sekitar 9
provinsi.

Provinsi dengan kapasitas fiscal tinggi memiliki
kecenderungan untuk lebih mengalokasikan alokasi
anggaran penanganan COVID-19 pada anggaran
penyediaan jaring pengaman social, dibandingkan
penyediaan unfuk bidang kesehatan dan
penanganan dampak ekonomi. Provinsi Jakartas
dengan kapasitas fiscal 11,473, mengalokasikan
anggaran untuk kesehatan sebesar Rp2.672,61
miliar, anggaran unfuk penanganan dampak
ekonomi RpS500 miliar, dan anggaran unfuk
penyediaan jaring pengaman social sebesar
Rp7.603,93 miliar, begitu pula dengan Provinsi Jawa
Tengah yang memiliki kapasitas fiscal 1,948
mengalokasikan anggaran untuk penyediaan jaring
pengaman  social  sebesar  Rp1.345,13miliar,
sedangkan unfuk penanganan kesehatan hanya
sebesar Rp464,48 miliar dan penanganan dampak
ekonomi hanya sebesar Rp329,85 miliar.

Sedangkan untuk provinsi dengan kapasitas fiscal
tinggi hingga sangat rendah, cenderung unfuk
mengalokasikan anggaran penanganan COVID-19
lebih besar pada penanganan dampak kesehatan
dibandingkan  anggaran  penyediaan  jaring
pengaman social dan anggaran penanganan
dampak ekonomi. Seperti Provinsi Tengah dengan
kapasitas fiscal sangat rendah (0,3) mengalokasikan
anggaran  penanganan  kesehatan  sebesar
Rp302,42miliar, anggaran penanganan dampak
ekonomi sebesar Rp11,09 miliar dan penyediaan
jaring pengaman social sebesar Rp41,02 miliar.

3 Data Diolah, Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian
Dalam Negeri, 2020 — 10 September 2020, 18.00 WIB.

2.3.1 Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah

Pola lama belanja pemerintah daerah. Pendapatan
Asli Daerah mengalami pertumbuhan negative
yaitu terkoreksi -17 persen. Pendapatan Asli Daerah
pada APBD hasil realokasi anggaran diproyeksikan
sebesar 22 persen dari  keseluruhan  total
pendapatan, namun dalam perjalannya proyeksi
tersebut tidak dapat terwujud. Pendapatan daerah
sendiri dalam anggaran di masa pandemic lebin
banyak ditopang oleh dana transfer.

Grafik 11. Realisasi Pendapatan dan Belanja
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Pemerintah  pusat memproyeksikan  realisasi
sementara belanja daerah se-Indonesia di tahun
2020 mencapai Rp1.088,7 triliun atau sebesar 100,94
persen, angka tersebut sangat finggi dibandingkan
dengan alokasi yang ditetapkan. Akan tetapi di
masa pandemic seperti sekarang, pemerintah
belum meninggalkan pola lama dalam belanja
anggarannya. Pemerintah daerah mulai banyak
membelanjakan anggarannya mendekati  akhir
tahun 2020, pada bulan November dana milik
pemerintah daerah yang tersimpan di bank umum
mencapai Rp218,6 triliun4 atau turun 28,8 triliun dari
bulan Oktober sebesar Rp247.,5 ftriliun, penurunan
terendah dana pemerintah daerah di perbankan
terjadi di bulan Desember hal ini mengindikasikan
bahwa memang pemerintfah daerah baru
menggunakan sebagian alokasi belanjanya di akhir
tahun 2020.

4 Pers release kemenkeu pada realisasi pelaksanaan APBN
2020.
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2.4 Anggaran Penanganan COVID-19
2.4.1 Kinerja Anggaran Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)

Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) merupakan program
yang digadang pemerintah dalam rangka penanganan COVID-
19, dimana didalamnya terdapat pos — pos anggaran terkait sektor
Kesehatan, Perlindungan Sosial, Sektoral K/L dan Pemda, UMKM,
Pembiayaan Korporasi, dan Insentif usaha.

Anggaran  Penanganan  COVID-19 dan  PEN  mengalami
penyesudian/reclusterisasi pada pos alokasi tertentu.Penyesuaian
alokasi pada pos program penanganan COVID-19 dan PEN
didasari agar program PEN tefap relevan dan dapat
mengakomodir kebutuhan masyarakat sesuai kondisi ekonomi
terkini.

Terdapat 3 program yang mengalami penyesuadian tambahan
alokasi anggaran yaitu anggaran kesehatan meningkat 11 persen
atau bertambah sebesar Rp?,71 ftriliun, anggaran perlindungan
social meningkat 15 persen (Rp30,43 ftriliun), pembiayaan
koorporasi meningkat 16 persen (Rp8,65 triliun). Yang disayangkan
pemerintah justru mengurangi alokasi anggaran bagi dukungan
UMKM sebesar Rp8,65 triliun, padahal UMKM berupakan salah satu
buffer dalam menjaga roda perekonomian masyarakat, khususnya
ditengah masa pandemi.

Grafik 12. Penyesuaian Anggaran Penanganan Covid-19 dan
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Sumber : Persentasi Kemenkeu 3 Juli 2020 dan Raker Komisi IV DPD dengan
Kemenkeu, 9 November 2020
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Anggaran Program PEN lambat dalam
penyerapannya. Redlisasi sementara  anggaran
COVID-19 per akhir Desember mencapai Rp579,78
friliun atau sekitar 83,4 persen dari total pagu sebesar
Rp695,2 frilliun.

Meski demikian, realisasi angggaran program PEN per
bulannya dapat dikatakan sangat lambat di awal
merebaknya pandemic pada periode april hingga juli
realisasi anggaran PEN hanya sebesar 25 persen atau
Rp174,79 triliun dari fotal anggaran PEN sebesar 695,2
triliun, hal ini menggambarkan betapa tidak siapnya
pemerintah dalam menghadapi kejadian khusus
seperti halnya pandemic COVID-19.

Sebagaimana umumnya pola belanja pemerintah
yang cenderung melakukan pembelanjaan
menjelang akhir tahun anggaran begitu pula yang
terjadi pada realisasi anggaran penanganan PEN
yang baru meningkat sefelah memasuki akhir dari
tahun anggaran.

Grafik 13. Redlisasi (sementara) Anggaran PEN
hingga 31 Desember 2020
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Sumber : APBN Kita, diolah oleh Fitra
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Grafik 14.
Realisasi Anggaran Pada Setiap Pos Anggaran PEN

Redalisasi Anggaran Sektoral K/L dan

keterlambatan dalam penyerapan, kecuali pada
pos anggaran perlindungan social. Serapan
anggaran bidang kesehatan di awal pandemic
sangat rendah. Sektor kesehatan sebagai garda
kedepan dalam menghadapi pandemic COVID-19
justru fidak banyak menyerap anggaran di awal
pelaksanaan anggaran, realisasi anggaran pada
periode april hingga 31 Juli dapat dikatakan sangat
rendah yakni hanya sebesar Rp7,36 triliun, atau rata-
rata realisasi per bulannya hanya sebesar Rp2,453
triliun.

Realisasi per bulan pada bidang kesehatan baru
meningkat dibulan September, dan diakhir tahun
anggaran yang mencapai Rpé3,51 friliun atau
melonjak sebesar Rp26,2 friliun dibandingkan bulan
sebelumnya.

5 paparan DJPK pada bagian evaluasi pelaksanaan hibah pariwisata
di daerah, 2020

melonjak di akhir tfahun anggaran 2020. Realisasi
sementara anggaran di tahun 2020 mencapai 99,1
persen afau sebesar Rpé6,59 ftriliun. Realisasi
anggaran tersebut baru meningkat saat diakhir
tahun anggaran, sedangkan rerata realisasi
anggaran sektoral K/L dan Pemda pada periode
April hingga November hanya sebesar 7,65 persen.
Pelaksanaan realisasi pos anggaran ini terbentur
oleh permasalahan koordinasi antar Organisasi
Pemerintah Daerah (OPD) yang kurang opfimals,
karena banyaknya stakeholder yang terlibat.
Namun seperti  diketahui bahwa, koordinasi
sebenarnya bukanlah hal baru, pemerintah pusat
maupun daerah seharusnya dapat mengatasi hal -
hal yang berkaitan dengan birokrasi khususnya
didalam menghadapi kondisi pandemic COVID-19.

Realisasi sementara anggaran insentif usaha hanya
46,5 persen di akhir tahun anggaran. Realisasi pos
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anggaran unfuk insentif usaha dapat dikatakan
sangatf rendah, bahkan di awal periode april hingga
juli rerata realisasi per bulannya hanya sekitar 4,8
persen. Rendahnya redlisasi  insentif  usaha
ditenggarai oleh masih rendahnya pelaporan
pemanfaatan insentif pajak oleh pelaku usaha, dan
masih kesulitannya pelaku usaha untuk
mendapatkan kejelasan mengenai insenfif listrik
khususnya bagi usaha manufakturé. PEN untuk
korporasi yang efektif hanya pada program
restrukturisasi kredit dan relaksasi fiskal, khususnya
diskon angsuran pajak penghasilan (PPh) Pasal 25
sebesar 50 persen.”

Anggaran pembiayaan koorporasi minim realisasi.
Pada periode april hingga September realisasi
anggaran  pembiayaan koorporasi masih  nol,
realisasi baru terjadi per 26 Oktober 2020 sebesar
Rpl1 miliaré, dan Rp2 triliun per 25 November 2020.
Realisasi melonjak pada akhir tahun anggaran
dimana redlisasi mencapai Rpé0,73 friliun atau 97,6
persen. Minimnya realisasi pada pos anggaran
pembiayaan koorporasi disebabkan terbenturnya
regulasi, karena  perusahaan  yang  akan
mendapatkan PMN diharuskan melakukan
perubahan dan perbaikan dari restrukturisasi dan
tata kelolanya.

Realisasi sementara anggaran perlindungan social
pada akhir desember 2020 merupakan yang
tertinggi, yaitu mencapai 94 persen dari total
anggaran sebesar Rp234,31 friliun. Dari keseluruhan
alokasi pos anggaran yang ferdapat pada
anggaran penanganan COVID-19 dan PEN, realisasi
anggaran  perlindungan  social yang memiliki
progress yang baik. Meskipun demikian penyaluran

S¢
ng
ok
i

anggaran  perlindungan social bukan tanpa
masalah, permasalahan data DTKS, hingga kasus
korupsi dana bansos furut mewarnai pelaksanaan
anggaran perlindungan social ini.

Realisasi Anggaran penanganan PEN  terbentur
koordinasi. Hampir sebagian besar realisasi
anggaran penanganan PEN di awal pelaksanaan
anggaran tferserap sangat rendah, permasalahan
koordinasi antar stakeholder baik di tingkat pusat
maupun daerah menjadi salah satu penyebabnya,
selain itu tidak fterintegrasinya data DTKS, data
UMKM, data Tenaga Kesehatan juga turut menjadi
penyebab sullitnya proses pelaksanaan anggaran.

Kondisi tersebut menggambarkan bahwa betapa
riskannya sistem kesehatan, system social, dan
system pendukung lainnya di Indonesia. Selama ini
pemerintah  dapat  dikatakan abai  dalam
menyiapkan sebuah system yang terkordinasi dan
terintegrasi untuk mewujudkan pelayanan public
yang baik.

Merubah pola belanja pemerintah. Sebagian besar
realisasi anggaran PEN baru melonjak menjelang
akhir tahun anggaran, hal ini fidaklah aneh
mengingat ‘pola lama’ belanja pemerintah baik di
fingkat pusat maupun daerah. Namun hal tersebut
sangaflah disayangkan mengingat saat ini kita
sedang menghadapi situasi pandemic yang
membutuhkan gerak sigap dan tepat, pemerintah
sebagai thing thank dan pelaksana anggaran
seharusnya dapat mengakomodir  kondisi  di
lapangan dengan pola tepat waktu, tepat sasaran,
dan tepat guna untuk menekan segala resiko serta
memberikan perlindungan maksimal di segala
sektor.

6

https://katadata.co.id/happyfajrian/berita/5f3426b72f8e7/pengusa
ha-mengeluh-kesulitan-akses-insentif-program-pemulihan-ekonomi

7 https://www.kadin.id/news-event/news-detail/1452/evaluasi-
kadin-soal-program-pen-tahun-2020

8 https://tirto.id/realisasi-pen-pembiayaan-korporasi-baru-0002-
jelang-akhir-2020-f6Cg
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2.4.1.1 Angggaran Penanganan Bidang Kesehatan

Anggaran penanganan bidang . L . . .
kesehatan naik sebesar Rp9,71 triliun dari Grafik 15. Rincian Alokasi dan Realiasasi Bidang
alokasi di awal. Hasil dari  reclusterisasi, Kesehatan
alokasi anggaran penanganan bidang 100
kesehatan dalam anggaran PEN menjadi g 10 I l
sebesar Rp97,26 triliun atau 13,99 persen 5 1 |Mg . " - . il I -
dari total anggaran PEN sebesar Rpé95,2 ool | o898 8 o 3 o oo |2 2 . N
triliun. 0,01 | e — — — — — | w—
5, & §§5 & §o _TE s8¢ g%
Realisasi sementara  Anggaran Penao- 2 2 2F fg 3 EEg £EZ IX
nganan Bidang Kesehatan di akhir tahun 538 g 7e 27 28 EEZ 55§ g’g
2020 sebesar 65,30 persen dari total alokasi = @ & @ S

Rp97.26 ftriliun. Tak hanya itu, terdapat
pula Silpa earmark Rp47,07 ftriliun yang
akan digunakan untuk program vaksinasi
2021.

M Alokasi Realisasi

Sumber: Kemenkeu, diolah oleh Fitra

Serapan awal anggaran bidang kesehatan sangat rendah, padahal harusnya sektor kesehatan paling
banyak menyerap anggaran untuk penanganan kesehatan akibat kasus COVID-19 yang terus meningkat.
Proses administrasi dan regulasi teknis operasional penanganan COVID-19 terkendala di awal pelaksanaan,
disaat butuh penanganan sigap dan cepat, hal tersebut disebalbkan oleh permasalahan koordinasi antara
pemerintah daerah, BPJS dan Kemenkes, serta proses verifikasi data petugas kesehatan yang lambat.
Padahal keterlambatan penanganan di awal sangat mempengaruhi keberlangsungan penanganan
kesehatan khususnya unfuk meredam lonjakan kasus, kesalahkaprahan penanganan tersebut
menggambarkan betapa rentannya system kesehatan di Indonesia.

Rasio test COVID-19 belum konsisten. Organisasi Kesehatan Dunia itu menetapkan jumlah tes harus
menjangkau 1 : 1.000 penduduk per pekan. Dengan penduduk Indonesia sebanyak 267 juta, jumlah tes per
pekan harusnya mencapai 267.000 atau sekitar 38.000 per harif. Per tanggal 12 Januari 2021 jumlah tes
COVID-19 mencapai 40.548 orang per hari', namun angka tersebut semakin menurun, bahkan diawal pekan
Februari 2021 tes COVID-19 hanya mencapai 19.641 orang per hari. Meskipun pemerintah mengklaim rasio
tes sudah membaik, namun nyatanya postive rate semakin tinggi pula, yang artinya tes COVID-19 selama ini
belum seluruhnya tepat sasaran untuk ememtakan penyebaran kasus.

Proyeksi anggaran vaksin di tahun 2021 mencapai 70,68 persen. Di tfahun 2021, pemerintah mengalokasikan
anggaran penanganan kesehatan pada program PEN sebesar Rp104,70 triliun, dan memproyeksikan
sebesar Rp74 triliun' digunakan untuk pengadaan vaksin COVID-19. Dengan anggaran yang sangat besar
pemerintah diharapkan dapat membuka ruang transparansi mengenai pembelian,distribusi, dan
pemenuhan logistic lainnya dalam pelaksanaan program vaksinasi COVID-19.

% https://katadata.co.id/febrinaiskana/berita/602a814c27660/mengapa-jumlah-tes-covid-19-di-indonesia-semakin-
menurun?utm source=Direct&utm medium=Tags%20Covid19&utm campaign=Regular%20HL%20P0s%203

10 https://nasional.kompas.com/read/2021/01/12/16250011/update-12-januari-70309-spesimen-diperiksa-dalam-sehari.
1 https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/menkeu-jelaskan-strategi-vaksinasi-ke-komite-iv-
dpd/#:~:text=Kementerian%20Keuangan%20memberikan%20dukungan%20Total,dan%20realokasi%20belanja%20K%2FL.
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2.4.1.2 Anggaran Bidang Perlindungan Sosial

_ 33,70 persen dari total anggaran penanganan
Grafik 16. Alokasi dan Realisasi Anggaran COVID-19 dan PEN dialokasikan  untuk
Bid. Perlindungan Sosial anggaran  bidang  perlindungan  sosial.
Anggaran bidang perlindungan  social

100
merupakan pos anggaran terbesar dalam

joR

E 10 program PEN yakni mencapai Rp234,31 friliun
Z 1 I I I I I I yang bertujuan untuk mempertahankan daya
0 beli masyarakat sekaligus menahan

8 § ¥ % & £ g § @ P g g | peningkatan Iaju kemiskinan.
R % % g B é': g 239 g AE 2 Rerata realisasi anggaran per pos bidang
55 %t 3 3B £ 5 5 £ I%g 85297 perindungan social mencapai 82,54 persen.
s % g2 8 % £ 2 = = 58t 3 5 2 2 Sebagian besar sub pos anggaran bidang
BSES 2 2 = O “ %3352 perindungan social mencapai realisasi di atas
¥ 4 a 8 2 3 3 3 3= 60 persen, hanya pada pos anggaran subsidi
SmPagu ® Realisasi A - internet siswa, mahasiswa, guru kemenag yang

Sumber : Kemenkeu, diolah oleh FITRA rec:llsosmyc hOﬂYO sebesar 21 persen.
Capaian redalisasi anggaran bidang perlindungan social dibayangi dengan masih buruknya sistem
pendataan di Indonesia. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk Program Perlindungan Sosial di
Indonesia masih menggunakan data di tahun 2015, sehingga dapat dikatakan pemerintah abai dalam
melakukan pemutakhiran data, transparansi data, guna menjaga kualitas data.  Selain itu tidak
terintegrasinya system pendataan antara kementerian social, kementerian desa/PDTT, dan BPJS akhirnya
menyebabkan distribusi bantuan social menjadi carut marut.

2.4.1.3 Anggaran Sektoral K/L dan Pemda

Anggaran sektoral K/L dan pemda mengalami penyesuaian/reclusterisasi dari Rp106,11 friliun menjadi
Rp65,97 triliun. Anggaran sektoral K/L dan pemda mencapai 9,49 persen dari keseluruhan anggaran
penanganan COVID-19 dan PEN yang bertujuan untuk mendukung program padat karya, stimulus dibidang
pariwisata, menjaga ketahanan pangan, dsb.

Tabel 1. Alokasi dan Realisasi Anggaran Sektoral K/L dan Pemda

Rincian Alokasi Anggaran Sektoral K/L dan Realisasi
Pemda

Padat Karya K/L 17,84 21,02
Insentif Perumahan 0.54 0,56
Pariwisata 3.87 2,82
DID Pemulihan Ekonomi 5 5
Cadangan DAK Fisik 7.29 7.29
Fasilitas Pinjoman Daerah 20 18,76
Bantuan Pesantren 2,61 2,61
Food Estate dan Lingkungan Hidup 4,54 5,98
Perluasan PEN KemenPUPR 1,59 2,56
Dampak Covid-19 Bidang Naker 0,52
Peta Peluang Investasi 0.08
Dai Bersertifikat dan Bantuan Ormas Keagamaan 0,04
Perluasan PEN Kementan 1,67
Komunikasi Publik PEN Kemeninfo 0,32
Tambahan PEN KemenATR 0.05
Tambahan Sertifikasi TKDN 0,01
Anggaran Sektoral K/L dan Pemda 65,97 66,6

Sumber : Kemenkeu, diolah oleh FITRA
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Sebagian besar sub pos anggaran ini di salurkan
melalui TKDD untuk membantu pemerintah daerah
dalam melakukan recovery akibat COVID-19.
Realisasi anggaran ini juga terhambat berbagai
permasalahan koordinas, penyesuaian anggaran di
pemerintah pusat secara cepat dalam rangka
menangani dampak covid yang belum dapat
diikuti oleh seluruh pemerintah daerah, dan
keterbatasan waktu dalam pengesahan anggaran
serta pelaksanaan anggaran’2,

2.4.1.4 Anggaran Dukungan UMKM

Seperti diketahui bahwa COVID-19 memberikan
efek besar kepada pelaku UMKM, dimana sebanyak
70 persen pelaku UMKM mengalami penghentian
usaha, 75 persen mengalami  penurunan
pendapatan yang berimbas pada pemutusan
hubungan kerja.!’3 Untuk mengatasi kondisi tersebut,
pemerintah menyediakan pos alokasi anggaran
untuk dukungan UMKM pada Program PEN.

Sebesar 16,51 persen anggaran penanganan
COVID-19 dan PEN dialokasikan untuk anggaran
dukungan UMKM. Alokasi anggaran dukungan
UMKM mengalami reclusterisasi yang menyebabkan
anggaran dipangkas sebesar Rp8,65 ftriliun dari
Rp123,46  ftriliun menjadi Rp114,81 friliun.
Pemotongan ini sangat disayangkan, sebagaimana

diketahui bahwa UMKM dapat menjadi garda
terdepan dalam menghidupkan roda ekonomi
dengan penciptaan lapangan kerja, inovasi bisnis
dalam upaya adaptasi kondisi ekonomi.

Realisasi sementara anggaran dukungan UMKM
mencapai 97,9 persen dari total anggaran. Total
realisasi sebesar Rp112,44 triliun ini digunakan untuk
bantuan usaha mikro kepada 10,4 juta penerima,
Subsidi Bunga UMKM kepada 19,1 juta debitur,
penjominan kredit UMKM 890,2 ribu debitur, dan
pembiayaan investasi LPDB kepada 101 ribu UMKM,
dsb.

Penyaluran dana dukungan bagi UMKM rentan
korupsi. Tidak adanya data UMKM yang tersentral
dan ferintegrasi  di Indonesia menyebabkan
penyaluran bantuan bagi UMKM rentan terhadap
korupsi. Proses pengajuan usulan di tingkat daerah
yang fidak transparan dan akuntabel, dan proses
verifikasi data di fingkat pemerintah pusat yang
diragukan keakuratannya dapat menyebabkan
penerima bantuan tidak tepat sasaran, munculnya
pelaku UMKM fiktif yang ingin  memanfaatkan
program bantuan, serta munculnya pungutan liar
yang dilakukan oknum di daerah dalam
pengurusan Surat Keterangan Usaha (SKU) dan jasa
pembuatan IUMK.

Grafik 17. Alokasi dan Realisasi Anggaran UMKM
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Sumber: Kemenkeu, diolah oleh Fitra

12 Persentasi Dukungan Program Pen Melalui Dana Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa, 2020

13 Transparance International Indonesia, 2020
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2.4.1.5 Anggaran Dukungan Insentif Usaha dan Anggaran Dukungan Pembiayaan Korporasi

Grafik 18. Alokasi dan Realisasi Anggaran Insentif Usaha
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Sumber : Kemenkeu, diolah oleh Fitra

Dukungan Insentif terhadap dunia usaha/ industri dilakukan dalam rangka melindungi, mempertahankan
dan meningkatkan keberlangsungan pelaku usaha. Anggaran Insentif Usaha dialokasikan sebesar Rp120,59
triliun atau 17,3 persen dari fotal anggaran penanganan COVID-19 dan PEN, yang mencakup pada relaksasi

pajak, dan inscentif dunia usaha lainnya.

Anggaran Pembiayaan koorporasi meningkat 16 persen. Anggaran Pembiayaan Koorporasi mengalami
penyesuaian/ clusterisasi sehingga anggrannya naik dari RpS53,571riliun menjadi Rpé2,221riliun.  Alokasi
anggaran ini ditujukan untuk memberikan suntikan tambahan modal bagi BUMN terkait.

Grafik 19
Alokasi dan Realisasi Pembiayaan
50 Korporasi
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c
=
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0 | —
PMN BUMN Pemberian Penjaminan  Pembiayaan
Pinjaman Kredit SWF

kepada BUMN
M Alokasi M Realisasi

Sumber: Kemenkeu, diolah oleh FITRA
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Anggaran pembiayaan koorporasi terealisasikan sebesar
Rp60,73 friliun atau 97,6 persen. Redlisasi terbesar yaitu
pada sub pos anggaran untuk penyertaan modal
negara di 8 BUMN yang mencapai Rp39,07 triliun atau 64
persen terhadap fotal realisasi anggaran pembiayaan
koorporsi. Selain itu pemerintah juga turut memberikan
pinjaman kepada BUMN sebesar Rp19,65 triliun atau 32
persen kepada 5 BUMN. Penyertaan modal negara

(PMN) terbesar diberikan kepada PT.Hutama Karya
sebesar Rp7,5 friliun untuk melaksanakan program
pembangunan jalan, khususnya digunakan untuk

menyelesaikan pembangunan ruas fol jalan tol. PNM
kepada Hutama Karya, sangat besar dibandingkan
dengan pnm kepada Bio farma yang digunakan
membantu pengembangan vaksin COVID-19, dimana PT
Bio farma hanya menerima PNM sebesar Rp?2 triliun.
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Grafik 20.
Alokasi dan Readlisasi Anggaran Penanganan COVID-19
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Sumber : Kemenkeu, diolah oleh FITRA
Pemerintah daerah belum dapat  dalam membelanjaokan anggaran  untuk
mengeksekusi anggaran  belanja  untuk = penanganan COVID-19. Beberapa
penanganan COVID-19 secara maksimal.  permasalahan yang menyebabkan minimnya
Pemerintah daerah se- Indonesia  realisasi anggaran penanganan COVID-19 di
mengalokasikan  anggaran  penanganan  daerah disebabkan oleh fidak maksimalnya

kesehatan sebesar 23,02 triliun, anggaran untuk
jaring pengaman social sebesar 22,12 triliun,
dan penanganan dampak ekonomi sebesar
6,74 triliun. Dari 344 daerah yang sudah
mengirimkan laporan kinerja untuk anggaran
penanganan COVID-19 realisasi anggaran
penanganan kesehatan hanya sebesar 13,6
triliun, untuk anggaran jaring pengaman social
hanya terealisasikan sebesar Rp16,7 triliun, dan
untuk  anggaran  penanganan  dampak
ekonomi hanya sebesar Rp2,9 triliun.

Dalam kondisi menghadapi pandemic COVID-
19, seharusnya pemerintah daerah dapat lebih
sigap bertindak sehingga dapat lebih maksimal

koordinasi teknis di fingkat satuan kerja (satker)
khususnya antara fasilitas kesehatan di daerah,
lambannya penyampaian laporan
pembayaran kepada tenaga kesehatan yang
sudah direalisasikan oleh daerah, proses
pengadaan barang/jasa yang tferlambat di
daerah, serta buruknya system pendataan di
daerah khususnya bagi penerima bantuan.

Minimnya realisasi anggaran ini sangat
disayangkan mengingat pemerintah daerah
sudah diberikan berbagai kelonggaran
kebijakan di dalam pelaksanaan anggaran
penanganan COVID-19 serta diberikan
beberapa stimulus oleh pemerintah pusat.
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BAGIAN 3: TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS

3.1 Transparansi

Transparansi  dalam penelition ini  didefinisikan
sebagai tingkat keterbukaan pemerintah, dalam hall
ini Kementerian Keuangan secara umum dan
Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara secara
khusus, dalam menyediakan dan membuka akses
informasi atas dokumen perencanaan, anggaran,
danrealisasi anggaran terkait dengan pencegahan
dan penanggulangan COVID-19.

Pada kajian ini, telah dilakukan beberapa kali proses
akses data ke kementerian keuangan untfuk
meminta akses data penanganan COVID-19 dan
Pen ke BA BUN. Lebih lengkapnya Seknas Fitra
melakukan 3 kali proses akses data untuk meminta
data tersebut.

DJA Akses data Rincian Anggaran Alokasi dan
Realisasi PC-PEN.
Surat Masuk tanggal 3 Desember 2020, data

didapatkan tanggal 14-12-2020

DJPB | Akses data Rincian Anggaran Alokasi dan
Realisasi PC-PEN.
Surat dikirim tanggal 6 Januari 2021,data
didapatkan tanggal 18 Januari 2021

DJPK | Rencana Alokasi Anggaran Hibah Daerah

untuk PC-PEN
Surat dikirimkan ke DJPK pada 21 Januari 2021.
Ditolak pada tanggal 22 Januari 2021

Pada proses akses data tersebut, Pihak dari
Direktorat Jenderal Anggaran(DJA) dan Direktorat
Jenderal Perbendaharaan Negara mengabulkan
permohonan akses data yang diminta oleh Seknas
Fitra, akan stetapi data yang dikiimkan hanya
berupa realisasi akumulasi dari keseluruhan por
anggaran Penanganan COVID-19 dan PEN, yang
arfinya belum ada kesesuaian terkait rincian data
yang dimintakan.

Sedangkan terkait permohonan akses data kepada
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK),
permohonan akses data yang dilakukan ditolak
oleh pihak terkait. Dengan alasan bahwa data
tersebut masih merupakan data dinamis, sehingga
data tersebut tidak dapat diberikan karena dapat
menimbulkan mispersepsi.

3.2 Akuntabilitas

Akuntabilitas dalam studi ini didefinisikan sebagai
tingkat pertanggungjowaban. Pemerintah, dalam
hal ini Kementerian Keuangan secara umum dan
Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara secara
khusus, atas anggaran yang telah dikelola serta,
kepatuhan dalam implementasi regulasi  terkait
mekanisme afau SOP tentang penyusunan,
pergeseran, dan perfanggungjawaban anggaran,
dan pertanggungjawaban pemerintah  atas
ketepatan dan efekiifitas kebijokan yang dibuat
dalam pencegahan dan penanggulangan Covid-
19.

Seknas Fitra mencoba melakukan akses media
untuk melihat akuntabilitas terkait anggaran
penanganan COVID-19 dan PEN melalui akses
website dan press realease yang dilakukan oleh
Kementerian Keuangan.

Dari pemantauan yang dilakukan terhadap hasil
press realease di kanal youtube Kemenkeu dan
APBN Kita sudah terdapat informasi akumulasi dari
setiap pos anggaran PC-PEN, serta peruntukan dan
penggunaan nyaq, tetapi data tetap hanya berupa
akumulasi tidak ada data terperinci per wilayah, per
penerima bantuan dan siapa penanggung jawab
pelaksana program serta realisasi anggaran yang
dibelanjakan  per masing-masing  pelaksana
anggaran. Sehingga, dapat dikatakan pemerintah
hanya sebatas pada melaksanakan kewajiban
penyampaian pelaporan penggunaan anggaran
sqja.

Hal ini sangat disayangkan mengingat masyarakat
juga memiliki hok untuk memantau kinerja
pelaksanaan anggaran penanganan PC — PEN agar
tepat sasaran dan untuk perbaikan kedepannya
dan meminimalisir praktek korupsi.
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BAGIAN 4: STUDI KASUS DAERAH

Untuk memperdalam kajian terhadap proses transparansi dan akuntabilitas di daerah, Seknas Fitra bersama
dengan FITRA NTB dan FITRA Riau turut melakukan pendalaman kagjian terhadap proses tersebut. Hal ini
dimaksudkan untuk memberikan gambaran lebih lanjut mengenai proses dan mekanisme pelaksanaan

anggaran COVID-19 di kedua provinsi tersebut.
4.1 Provinsi Nusa Tenggara Barat.

4.1.1 Kasus COVID-19 Tidak Terkendali Selama
Pemilukada 2020

Penyebaran COVID-19 cukup terkendali hingga
akhir September, namun meningkat kembali pada
tiga bulan terakhir tahun 2020. Kasus pertama
COVID-19 terkonfirmasi pertama kali di NTB pada 24
Maret 2020. Pada bulan April, jumlah kasus
terkonfirmasi sebanyak 230 orang. Kasus mengalami
peningkatan  signifikan dalam empat bulan
pertama penanganan pandemi ini dengan jumlah
penambahan kasus bulanan pada Juli mencapai
rekor fertinggi sebanyak 820 kasus. Namun fren
peningkatan kasus bulanan mengalami penurunan
hingga -19,1persen pada September 2020. Lalu
meningkat selama figa bulan dengan rata-rata
pertubuhan kasus bulanan mencapai 18,8 persen
per bulan.

Zona penyebaran COVID-19 di NTB mengalami
pergeseran dari Pulau Lombok ke Pulau Sumbawa.
Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat
merupakan zona merah penyebaran COVID-19
selama masa-masa  awal pandemi. Rata-rata
penambahan jumlah  kasus bulanan  yang
terkonfirmasi di dua wilayah ini masing-masing 70,3
persen dan 90,5 persen per bulan. Pada akhir Juli,
sekitar 66,4 persen kasus terkonfirmasi COVID-19 di
Provinsi NTB berasal dari kedua wilayah tersebut
dengan masing-masing kasus sejumlah 882 orang
dan 489 orang. Namun zona penyebaran COVID-19
yang cukup tinggi pada figa bulan terakhir beralih
ke Pulau Sumbawa. Kasus di Kabupaten Sumbawa
meningkat rata-rata 159,6 persen per bulan,
Kabupaten Sumbawa Barat meningkat hingga 89,7
persen, Kota Bima bertambah rata-rata 80,6 persen,
dan Kabupaten Bima meningkat sekitar 65,4 persen.
Sebaliknya, tingkat penambahan kasus bulanan di

Lombok pada periode yang sama hanya sekitar 7,4
persen, kecuali di Kota Mataram sekitar 82,1 persen.
Rekor penambahan kasus bulanan pasien
terkonfirmasi COVID-19 di NTB berlangsung pada
bulan Desember 2020 atau setelah pelaksanaan
Pemilukada 2020. Sebanyak 955 kasus terkonfirmasi
atau meningkat 22,4 persen dibandingkan jumlah
kasus bulanan pada bulan sebelumnya. Rata-rata
penambahan kasus bulanan selama tiga bulan
terakhir mengalami peningkatan sekitar 18,8 persen.
Periode peningkatan kasus ini bertepatan dengan
pelaksanaan tahapan Pemilukada 2020 di 7 dari 10
kabupaten/kota di NTB. Rata-rata peningkatan
kasus terkonfirmasi COVID-19 di kabupaten/kota
yang melaksanakan Pemilukada pada  bulan
Desember lebih tinggi (67.3%) dibandingkan daerah
yang tidak menggelar Pemilukada (53,6%).

Lebih dari sebagian pasien COVID-19 di NITB
merupakan perempuan usia produktif. Sekitar 51

persen kasus terkonfirmasi COVID-19 di NITB
ditemukan pada kelompok perempuan, yang
secara  umum berusia antara 20-39 tahun.

Sementara itu, pasien COVID-19 berjenis kelamin
laki-laki sebagian besar ditemukan pada kelompok
usia <20 tahun dan >40 tahun. Sedangkan kelompok
usia anak-anak yang terkonfirmasi positif sekitar 10,8
persen dari fotal jumlah kasus positif.

Tingkat kesembuhan pasien COVID-19 di NTB
meningkat, namun angka kematian tinggi. Angka
kesembuhan pasien positif COVID-19 di NTB per
Desember 2020 mencapai 82.5 persen, sementara
angka kematian mencapai 5,0 persen. Angka
kematian di NTB jauh lebih finggi dari angka
kematian nasional yang mencapai 3 persen dari
total kasus positif. Berdasarkan data Satgas COVID-
19, kasus kematfian umumnya pasien dengan
penyakit penyerta dan karena keterlambatan
rujukan ke fasilitas kesehatan.
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Grafik 21. Tren Perkembangan Kasus COVID-19 di Provinsi NTB Tahun 2020
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Angka kasus positif di Provinsi NTB diprediksi akan
terus meningkat hingga menembus 25 ribu kasus
pada akhir tahun 2021. Prediksi tersebut
disampaikan oleh dr. Hamsu Kadriyan dari Fakultas
Kedokteran Universitas Mataram'4, dengan asumsi
program vaksinasi dan  penerapan  protokol
Kesehatan tidak berjalan efektif. Sebelumnya pada
April 2020 lalu, Dekan FK Unram tersebut pernah
memprediksi angka kasus positif COVID-19 di NTB
akan menembus angka 5.200 kasus. Untuk menekan
laju lonjakan kasus selama 2021 ini, Pemerintah
Provinsi NTB menjalankan strategi 3M (mencuci
tangan pakai sabun, memakai masker, dan
menjaga jarak), 3 T (testing, testing dan treatment),
dan vaksinasi.

4.1.2 APBD NTB 2020: Dana Transfer Berkurang,
PAD Meningkat

Selama enam bulan penangaonan COVID-19,
Pemprov NTB melakukan pergeseran APBD 2020
sebanyak lima kali unfuk merespon situasi
penanganan pandemi di daerah dan perubahan
regulasi di tingkat pusat. Penyesuaian dilakukan
pada bulan Maret, April, Juni, Juli dan terakhir pada
bulan Oktober untuk penetapan APBD-P 2020.
Sehingga secara keseluruhan APBD NTB mengalami
perubahan sebanyak tujuh kali. Dua perubahan
sebelumnya tidak terkait dengan penanganan
COVID-19.

14 Diprediksi Tembus 25 Ribu Kasus, NTB Siapkan Tujuh
Strategi Tekan Lonjakan Kasus Covid-19 | SuaraNTB, diakses
pada 9 Januari 2021.
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Sumber: Satgas Penanganan Covid-19 Provinsi NTB, diolah.

Penyesuagian pendapatan daerah tahun 2020
menyebabkan penurunan nominal pendapatan
menjadi Rp 5,33 triliun atau turun sekitar 6,0 persen
dari proyeksi pendapatan pada APBD Murni yang
mencapai Rp 5,67 triliun. Namun, nominal tersebut
tumbuh positif 2,6 persen jika dibandingkan dengan
pendapatan daerah pada tahun 2019.
Penyesuaian target pendapatan tersebut merespon
penurunan penerimaan fransfer dari pemerintah
pusat dan lain-lain pendapatan daerah.

Penerimaan dana transfer TKDD pada APBD-P 2020
mengalami penurunan 10,8 persen dibandingkan
nominal TKDD pada APBD Murni. Total pendapatan
transfer pada APBD Murni 2020 berjumlah Rp 3,81
triliun, lalu berkurang menjadi Rp 3,39 friliun setelah
perubachan. Penyesuadian ini  sejalan dengan
perubahan alokasi TKDD dalam APBN-P 2020 yang
menurun sekitar 10,9 persen, terutama
pengurangan alokasi DBH, DAU dan DAK Fisik.

Grafik 22. Penyesuaian TKDD Provinsi NTB Tahun 2020
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Sumber: APBD NTB, diolah.

Laporan Pemantauan Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Penanganan Covid-19 Di Indonesia 20


https://www.suarantb.com/diprediksi-tembus-25-ribu-kasus-ntb-siapkan-tujuh-strategi-tekan-lonjakan-kasus-covid-19/
https://www.suarantb.com/diprediksi-tembus-25-ribu-kasus-ntb-siapkan-tujuh-strategi-tekan-lonjakan-kasus-covid-19/

Saat pos penerimaan daerah mengalami penyusutan, nominal PAD Provinsi NTB pada perubahan APBD 2020
justru diproyeksikan tumbuh 4,9 persen. Nominal PAD pada APBD Murni 2020 sebesar Rp 1,84 friliun,
sedangkan pada APBD-P menjadi Rp 1,94 triliun. Peningkatan PAD ini bersumber dari penyesuaian target
yang sangat optimis pada retribusi daerah (229,1%), hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
(11,8%), dan Lain-lain PAD yang sah (57,6%). Sedangkan penerimaan pajak daerah menurun 8,0 persen.

Belanja daerah pada APBD-P 2020 menyusut sekitar 4,2 persen dibandingkan proyeksi pada APBD Murni.
Nominal belanja daerah setelah perubahan APBD menjadi Rp 5,48 friliun. Menurunnya nominal belanja
daerah pada APBD-P fidak terlepas dari implikasi realokasi dan refocusing yang dilakukan pemerintah
daerah dalam rangka penanganan pandemi COVID-19. Penyusutan belanja daerah tersebut seluruhnya
terjadi pada kelompok Belanja Langsung yang mencapai 13,6 persen dari anggaran semula yang berjumlah
Rp 2,54 triliun menjadi Rp 2,19 triliun. Adapun alokasi Belanja Tidak Langsung bertambah sekitar 3 persen.
Sebagian besar penambahan tersebut terjadi pada pos Belanja Tidak Terduga (BTT) menjadi Rp 303 miliar,
yang dialokasikan untuk penanganan COVID-19.

Grafik 23 Penyesuaian APBD NTB Tahun 2020
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Sumber: APBD NTB, diolah.

Penyesuaian APBD 2020 memperlebar defisit anggaran daerah lebih dari dua kali lipat (221%).
Defisit anggaran pada APBD Murni 2020 sebesar Rp 45,19 miliar, sementara pada APBD-P menjadi
Rp 145,23 miliar. Untuk menutup defisit tersebut, Pemprov NTB mengandalkan penerimaan SiLPA
tahun anggaran sebelumnya yang berjumlah Rp 144,93 miliar, dan penerimaan kembali
pemberian pinjaman senilai Rp 300 juta.
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4.1.3 SKB Mendagri dan Menkeu Tidak Sejalan dengan Rencana Kontijensi Daerah

Penyesuaian APBD Provinsi NTB Tahun 2020 pada
bulan April 2020 telah sesuai dengan Keputusan
Bersama Mendagri dan Menteri Keuangan
mengenai Percepatan Penyesuaian APBD Tahun
2020 dalam Rangka Penanganan COVID-19, serta
Pengamanan Daya Beli  Masyarakat  dan
Perekonomian Nasional. SKB Mendagri dan Menkeu
tersebut mewaijibkan pemda untuk merasionalisasi
belanja barang dan belanja modal sekurang-
kurangnya 50 persen, atau sekurang-kurangnya 35
persen bagi daerah yang mengalami penurunan
PAD yang ekstrim. Berdasarkan data Kemendagri
per Juni 2020, alokasi belanja barang, dan belanja
modal Provinsi NTB mengalami rasionalisasi masing-
masing sebesar 57,9 persen dan 46,6 persen.

Sementara menurut Pergub NTB Nomor 19 Tahun
2020, rasionalisasi belanja barang dan belanja
modal masing-masing berkurang hingga 57,4
persen dan 55,3 persen.

Perintah pergeseran anggaran minimal 50 persen
untfuk belanja modal dan belanja barang daerah
seharusnya diikuti dengan perencanaan kontijensi

daerah sehingga tergambarkan kebutuhan daerah
untuk penanganan pandemi. Tidok adanya
sinkronisasi  fersebut menyebabkan pergeseran
belanja barang dan belanja modal Provinsi NTB
mengalami beberapa kali perubahan. Pada bulan
April, Pemprov NTB merasionalisasi belanja barang
dan belanja modal sesuai dengan perintah SKB
Mendagri dan Menkeu. Namun pada pergeseran
APBD berikutnya, terutama pada APBD Perubahan
2020, alokasi belanja barang hanya turun 3,5 persen
atau hampir menyamai nominal pada APBD Murni
2020. Sedangkan belanja modal hanya terpangkas
28,6 persen dari anggaran pada APBD Murni 2020.

Enam kabupaten di NTB mendapat sanksi
penundaan transfer DAU oleh pemerintah pusat
akibat tidak mematuhi SKB Kemenkeu dan
Kemendagri. Keenam daerah tfersebut adalah
Kabupaten Bima, Dompu, Lotim, Lombok Utara,
Sumbawa Barat dan Lombok Tengah. Berdasarkan
data evaluasi Kemendagri per Juni 2020, rasionalisasi
anggaran belanja barang dan modal
kabupaten/kota di NTB rata-rata sekitar 36,9 persen
dan 45,3 persen.

Grafik 24
Perubahan Rasionalisasi Belanja Barang dan Belanja Pemerintah Provinsi NTB selama Penanganan Pandemi
COVID-19 Tahun 2020
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4.1.4 Kinerja Realisasi Anggaran Penanganan COVID-19 Bidang Kesehatan Menurun Menjelang

Akhir 2020

Pemerintah Provinsi NTB mengalokasikan anggaran
penanganan COVID-19 tahun 2020 sebesar Rp
926,96 miliar. Anggaran tersebut merupakan hasil
realokasi pada perubahan APBD 2020 yang kelima
pada bulan Juni, yang bersumber dari pos belanja
BTT sebesar Rp 431,45 miliar dan Belanja Langsung
sejumlah Rp 495,52 miliar. Anggaran tersebut
dialokasikan untuk bidang Kesehatan sebesar Rp
466,29 miliar, jaring pengaman sosial (JPS) sebesar
Rp 150,17 miliar, dan penanganan dampak
ekonomi sebesar Rp 310,51 miliar.

Sebagian besar anggaran penanganan COVID-19
Provinsi NTB dialokasikan untuk bidang Kesehatan.
Pemprov NTB mengalokasi anggaran penanganan
COVID-19 bidang Kesehatan sebesar Rp 466,29
miliar. Sekitar 45,8 persen anggaran bidang
Kesehatan bersumber dari BTT dan sekitar 54,2
persen dari Belanja Langsung. Namun dalam LHP
BPK, nominal anggaran bidang Kesehatan Provinsi
NTB jauh lebih besar dengan total anggaran Rp
501,31 miliar. Bahkan sebelum penetapan APBD-P
pada bulan Oktober, alokasi anggaran bidang
Kesehatan untuk penanganan COVID-19 mencapai
Rp 522,26 miliar.

Anggaran  penanganan  COVID-19  bidang
Kesehatan sebagian besar dialokasikan dalam
bentuk Belanja Barang dan BTI. Belanja bidang
Kesehatan terdistribusi  untuk belanja barang
sebesar Rp 194,63 miliar (38,8%), belanja fidak
terduga sebesar Rp 170,48 miliar (34,0%), belanja

modal sebesar Rp 115,27 miliar (23,0%), dan belanja
pegawai sebesar Rp 20,93 miliar (4,2%).

Realisasi anggaran penanganan COVID-19 bidang
kesehatan cenderung menurun tiga bulan terakhir
dan menumpuk di akhir tahun. Realisasi anggaran
penanganan COVID-19 per 15 November 2020
mencapai 75,3 persen atau sebesar Rp 377,34 miliar
dari pagu sebesar Rp 501,31 miliar. Realiasi ferendah
pada belanja barang dan jasa sekitar 67,2 persen.
Sementara readlisasi belanja pegawai mencapai
91,2 persen atau yang tertinggi dari seluruh jenis
pengeluaran bidang Kesehatan.

Anggaran penanganan dampak  ekonomi
diarahkan untuk penyediaan bantuan sarana dan
prasarana produksi serta fasilitasi perizinan bagi
UMKM dan kelompok usaha, dan program padat
karya tunai. Sebanyak 12 OPD terlibat dalam
penanganan dampak ekonomi ini, yaitu Dinas
Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Rp 19,6 miliar),
Dinas Pertanian dan Perkebunan (Rp 14 miliar), Dinas
Pariwisata (Rp 11 miliar), Dinas Perdagangan (Rp
10,7 miliar), Dinas Peternakan dan Kesehatan
Hewan (Rp 7,3 miliar), Dinas Ketahanan Pangan (Rp
7.3 miliar), Dinas Perindustrion (Rp 5,6 miliar), Dinas
Kelautan dan Perikanan (Rp 3,3 miliar), Dinas ESDM
(Rp 2,8 miliar), Dinas Koperasi UKM (Rp 2,5 miliar),
DPMD Dukcapil (Rp 1,2 miliar), dan DPMPTSP (Rp 1
miliar).

Grafik 25
Tren Realisasi Anggaran Penanganan COVID-19 Bidang Kesehatan Provinsi NTB Periode Juni-15 November 2020
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Sumber: LHP BPK, diolah.
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Program Jaring Pengaman Sosial (JPS) Provinsi NTB menggunakan sembako dan melibatkan 7 OPD dalam
proses pengelolaannya, termasuk Sekretariat DPRD untuk pengadaan JPS sembako berbasis Dapil's. Nominal
banftuan yang diterima keluarga penerima manfaat (KPM) senilai Rp 250 ribu yang didistribusikan selama 3
kali pada bulan Mei-Juli 2020. Paket JPS Gemilang berisi produk-produk UKM lokal. Sementara nilai JPS Dapil
sebesar Rp 100 ribu per KPM dengan setiap paket berisi 5 kg beras, 1 liter minyak goreng kemasan, dan 7
bungkus mie instan. Di sisi lain, terdapat alokasi anggaran JPS yang bersumber dari pos Belanja Langsung
OPD sebesar Rp 19 miliar, dalam bentuk penyediaan makan dan minuman reses anggota DPRD NTB,
kegiatan lain yang beririsan dengan pencapaian target RPJMD, dan untuk operasional pendukung.

Jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) JPS Pemprov NTB sebanyak 350 ribu KK'¢, Penerima JPS Gemilang
berbasis DTKS dan masyarakat terdampak non-DTKS. Pemprov NTB mengklaim dalam pengadaan item
sembako JPS Gemilang telah melibatkan ribuan UKM/IKM. Jumlah UKM/IKM yang terlibat pada setiap tahap
adalah 200 UKM/IKM pada tahap I, 535 UKM/IKM pada tahap I, dan 4.673 UKM/IKM pada tahap Il
Berdasarkan data Kemendagri, realisasi anggaran penanganan dampak ekonomi dan JPS Provinsi NTB per
31 Agustus 2020 masing-masing mencapai 22 persen dan 94 persen.

Grafik 26. Alokasi BTT Penanganan COVID-19 di Provinsi NTB Berdasarkan Organisasi
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Sumber: TAPD Provinsi NTB, diolah.
4.1.5 Informasi Kebijakan Anggaran dan 2020 tentang Pelayanan Informasi Publik dalam
Program Bantuan Sangat Terbatas Masa Darurat Kesehatan Masyarakat Akioat COVID-

19. Pemerinfah daerah fidak menyediakan
Prioritas informasi yang dibutuhkan masyarakat ~ dashboard khusus bagi publik untuk mengakses
selama masa pandemi COVID-19 adalah informasi ~ Informasi kebijakan dan anggaran penanganan
kebjiakan, anggaran dan data  bantuan COVID-19. Dari seluruh website PPID pemerintah
pemerintah untuk masyarakat/UKM terdampak, daerah di NTB, tidak gdg so’r_u pun pemenn’rah
termasuk mekanisme pengaduan. Temuan tersebut  daerah yang mempublikasikan informasi anggaran
merupakan hasil survei cepat yang diaksanakan ~ Penanganan COVID-19 yang dikelola. Di Provinsi
Posko Pemantauan Terpadu COVID-19 di NTB pada ~ NTB. hanya ferdapat safu dashboard khusus yang
Mei 2020. Survei ini juga menemukan adanya ~ Menyediakan informasi  berkaitan  dengan
kesenjangan akses informasi masyarakat atas ~ Penanganan COVID-19. Dashboard khusus terkait

penanganan COVID-19, terutama bagi kelompok informasi seputar COVID-19 di NTB ini dkelola oleh
perempuan, kelompok rumah tangga Dinas Komunikasi dan Informastika Provinsi NTB

berpenghasian  rendah dan masyarakat di  (Dffpsi//corona.ntbprov.go.d).  Dashboard — ini
pedesaan. Namun pemerintah daerah belum  Menampilkan perkembangan data kasus, daftar

menyediakan akses informasi terkait yang memadai  Penerma JPS, panduan mandiri deteksi dini gejala
dan mudah diakses oleh masyarakat. Hal ini tidak ~ COVID-19, daffar rumah sakit rujukan penanganan

sejalan dengan SE Komisi Informasi Nomor 2 Tahun ~ COVID-19, dan hotline Satgas COVID-19.

15 pergub NTB No. 22 Tahun 2020
16 )pS Gemilang | Biro Humas Protokol Provinsi NTB (ntbprov.go.id), diakses pada 9 Januari 2021.
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4.1.6 Penanganan COVID-19 oleh Pemprov NTB Belum Optimal

Berdasarkan LHP BPK'7, potensi kerugian negara
dalam penanganan COVID-19 di NTB mencapai Rp
2 miliar.

Kerugian negara tersebut merupakan tfemuan pada
kelebihan bayar pajak atas pengadaan alat-alat
Kesehatan untuk penanganan COVID-19. Secara
umum temuan BPK terkait dengan kepatuhan pada
peraturan perundang-undangan dalam
penanganan COVID-19 di NTB adalah;

¢ pembangunan Gedung pelayanan COVID-
19 dan Trauma Centfer RSUD Provinsi NTB
belum dapat dinilai kewajarannya dan
adanya kelebihan bayar;

e pemanfaatan fasilitas  pajak  terhadap
barang dan jasa dalom penanganan
COVID-19 pada tiga OPD ftidak sesuai
ketentuan;

¢ pertanggungjawaban belanja atas
kegiatan reses | dan reses Il pada Sekretariat
DPRD fidak sesuai ketentuan.

Pada bidang kesehatan BPK menemukan bahwa
kinerja penanganan COVID-19 di bidang Kesehatan
kurang memadai's. Meskipun demikian, BPK
menyimpulkan  kinerja  penanganan COVID-19
cukup efektif, dengan skor berada pada kisaran 51-
75% , pada skala 0-100%. BPK telah melakukan audit
pada empat aspek penanganan COVID-19, yaitu
Testing, Tracing dan Treatment, serta upaya edukasi
dan sosialisasi penanganan pandemi COVID-19
bidang Kesehatan. Untuk upaya testing, BPK menilai
kinerja Pemprov NTB kurang memadai, BPK juga
menyimpulkan bahwa upaya penemuan kasus
(fracing) belum sepenuhnya optimal. Dalam LHP
tersebut.

17 BPK Minta Program JPS Dewan Direview, Potensi Kerugian
Negara Anggaran Penanganan Covid-19 Rp2 Miliar | SuaraNTB,

BPK pun mencatat beberapa temuan pada aspek
penanganan (freatment). Beberapa temuan yang
dinilai belum memadai, diantaranya;

1 pelaksanaan tahapan manajemen klinis pada
fasilitas layanan Kesehatan
2 tahapan pencegahan dan pengendalian infeksi.

Upaya edukasi dan sosialisasi penanganan
pandemi COVID-19 yang dilaksanakan oleh
Pemprov NTB kurang memadai. Pada aspek

pemeriksaan ini, BPK menyoroti tiga hal, yaitu:

e pesan kunci pengenalan COVID-19, pesan
kesehatan dan pesan kunci perjalanan
keluar rumah (travel advice) belum
sepenuhnya mampu mengubah perilaku
masyarakat;

e Peningkatan disiplin diri masyarakat melalui
penegakan hukum Perda Nomor 7 Tahun
2020 Tentang Penanggulangan Penyakit
Menular belum memadai;

melalui
belum

e penegakan
pembentukan
memadai.

disiplin - masyarakat
kebiasaan baru

Upaya-upaya penanganan COVID-19  bidang
Kesehatan yang belum memadai di Provinsi NTB
meningkatkan risiko dan potensi penyebaran
COVID-19 di lingkungan fasilitas kesehatan dan
masyarakat. Satgas COVID-19  Provinsi  NTB
mencatat, hampir seperlima jumlah pasien positif di
NTB adalaoh tenaga kesehatan. Jumlah tenaga
kesehatan yang terkonfirmasi positif  sepanjang
tahun 2020 sebanyak 1.037 atau sekitar 18,1 persen
dari total kasus posifif1?.

19.1.037 Nakes di NTB Terpapar Corona, Relawan Lapor Covid-19:
Kita Gagal Melindungi Mereka (kompas.com), diakses tanggal

diakses pada 9 Januari 2021.
18 LHP Kinerja Penanganan COVID-19 Bidang Kesehatan di
Provinsi NTB, BPK.

10 Januari 2021.
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https://regional.kompas.com/read/2021/01/06/06460921/1037-nakes-di-ntb-terpapar-corona-relawan-lapor-covid-19-kita-gagal
https://regional.kompas.com/read/2021/01/06/06460921/1037-nakes-di-ntb-terpapar-corona-relawan-lapor-covid-19-kita-gagal

4.1.7 Komitmen Pemerintah
Provinsi NTB Lemah dalam
Penguatan Sistem Kesehatan
Paska Pandemi

Pada tahun 2021,
pemerintah Provinsi NTB
akan berfokus pada
upaya pemulihan
ekonomi daerah paska

pandemi. Berdasarkan
dokumen KUA-PPAS 2021,
tema RKPD Tahun 2021
adalah “Membangun
Pertumbuhan Ekonomi,
Peningkatan Nilai Tambah
Pertanian /Agribisnis,
Industri, Pariwisata, dan
Investasi serta penguatan
sistem kesehatan
Daerah”.

Arah kebijokan pembangunan daerah pada tahun 2021 meliputi;
e Pemulihan sosial ekonomi masyarakat paska pandemi COVID-19;
e Meningkatkan nilai fambah ekonomi yang ditopang oleh SDM dan
infrastruktur yang memadai;
e Memastikan inklusivitas dan keberlanjutan pembangunan ekonomi.

Arah kebijakan tersebut tercermin oleh alokasi anggaran fungsi
ekonomi pada tahun 2021 yang berjumlah dua kali lipat dari
anggaran fungsi kesehatan. Pada APBD Murni 2021, alokasi anggaran
fungsi ekonomi sebesar Rp 759,22 miliar atau sekitar 13,7 persen dari
APBD. Sementara itu alokasi anggaran fungsi Kesehatan 4,9 persen
dari APBD.

Komitmen Pemprov NTB dalam penguatan sistem kesehatan daerah
paska pandemi masih lemah. Dokumen KUA-PPAS 2021 hanya
menyebutkan secara umum bahwa arah penguatan  sektor
kesehatan untuk pencegahan dan penanganan pandemi COVID-19.
Alokasi anggaran urusan Kesehatan dalam APBD 2021 justru menyusut
8,8 persen dibandingkan tahun 2020. Pada tahun lalu selama
penanganan pandemi COVID-19 anggaran urusan Kesehatan
sebesar Rp 709,11 miliar, termasuk gaji dan belanja rutin. Nominal
tersebut di luar anggaran bidang Kesehatan yang dialokasikan dari
BTT unfuk penanganan COVID-19 sebesar Rp 213,55 miliar. Pada
tahun 2021, anggaran urusan Kesehatan berkurang menjadi Rp 646
miliar. Sejauh ini, Provinsi NTB juga belum mengalokasikan anggaran
kesehatan sesuai dengan mandatory spending yang diatur dalam UU
Kesehatan sekurang-kurangnya 10 persen dari APBD di luar gaiji
pegawai.

Grafik 27.

Alokasi Anggaran Urusan Kesehatan Provinsi NTB Tahun 2018-2021
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4.2 Provinsi Riau

4.2.1 Pemantavuan Anggaran Penanganan Covid-19 Di Riau

Pemerintah Provinsi Riau dalam mengatasi dampak
Covid-19 sudah melakukan segala upaya dari
penerbitan surat edaran larangan berkerumun
dengan melakukan Pembatasan Sosial Bersekala
Besar (PSBB) dan diikuti oleh keputusan walikota dan
Bupati pada daerah yang terdampak finggi dalam
persebaran kasus Covid-19 dengan penerapan
pembatasan bersekala mikro (PSBM). Upaya
tersebut tidak berhenti pada penguatan kebijakan
regulasi  yang bersifat  preventif saja  tetapi
pemerintah provinsi riau sudah melakukan realokasi
dan refocusing anggaran sebagai  benfuk
dorongan penguatan dari sisin kebijakan belanja
anggaran unfuk penanganan Covid-19. tercatat
dalam perkembangan alokasi belanja pemrov riau
telah melakukan 3 kali pergeseran belanja sehingga
total anggaran belanja penanganan covid 19 di
provinsi riau sebesar Rp 433 Miliar.

Krisis wabah ini dengan segala kebijakan dukungan
anggaran yang dialokasikan oleh pemda dari
perkembangan, tercatat juga bahwa banyak
mengalami pasang surut yang terus terdapat

4.2.2 Kondisi Fiskal Daerah

problem dan masalah mulai dari distribusi pemulihan
ekonomi seperti bantuan langsung funai, bansos
yang fidak tepat sasaran, Informasi pengadaan
barang dan jasa, Belanja anggaran, Realisasi
Belanja dan Pendataan dalam penanganan covid
yang masih terkontaminasi tidak terbuka dan sulit di
akses public dan minimnya kesadaran masyarakat
unfuk mengakses dokumen public terkait dengan
informasi belanja anggaran Covid-19.

Selain Itu, tidak adanya metode yang lebih
konferensif terhadap perencananan strategi yang
matang baik dalam pola pemanfaatan belanja
anggaran maupun pada pendistribusian belanja
serta akuntabilitas dan transparansi  kebijakan
sehingga berdampak bahwa upaya yang dilakukan
pemerintah dalam penanganan wabah Covid 19
kurang kurang kolektif dan cenderung menimbulkan
kontroversi berbagai masalah kebijakan
dilapangan. apalagi bahwa berdasarkan catatan
pemerintah lebih cenderung memfokuskan belanja
anggaran unfuk pemulihan ekonomi dari pada
belanja bidang kesehatan.

Penyesuaian target pendapatan daerah tahun 2020 di Provinsi Riau dan 12 kabupaten/kota, terjadi
penurunan cukup signifikan dengan rata-rata turun sebesar 14%. Provinsi Riau terjadi penurunan target
pendapatan mencapai 17,58%. Di Kabupaten/kota, penurunan tertinggi terjadi di Kabupaten Bengkalis dan
Kota Pekanbaru masing-masing turun 30,69% dan 20,24%. Sedangkan daerah lainnya terjadi penurunan di
bawah angka 20%. Penyesuaian target pendapatan dilokukan pada semua sumber pendapatan daerah,
baik pendapatan alsi daerah, dana bagi hasil maupun pendapatan lainnya.

Grafik 28.
Penyesuaian Target Pendapatan Daerah se- Riau Tahun 2020
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Penyesuaian pendapatan terutama yang
bersumber dari PAD terjadi penurunan dengan ratao-
rata 22% dari delapan daerah, sedangkan daerah
lain  fidak melakukan penyesuadian  proyeksi
pendapatan, artinya target yang ditetapkan masih
sama sebelum pandemi. Empat daerah yang tidak
melakukan penyesuaian pendapatan yaitu Kab.
Inhil, kab. Kampar, Kab. Pelalawan, Kab. Rokan hilir,
dan Kab. Rokan hulu.Sedangkan pada sumber
pendapatan daerah dari fransfer pusat, terjadi
penurunan seluruh daerah di Riau.

Proyeksi pendapatan transfer pusat ke daerah baik
DBH, DAU, DAK, DID yang akan diterima Riau tahun
2020 Rp. 5.2 T, menurun 15% dari proyeksi yang
ditetapkan dalam APBD Murni sebesar Rp. 6,2 T. Hal
ini akibat penurunan belanja tranfer (TKDD) APBN
2020 sebagaimana ditetapkan dalam Perpres 72

tahun 2020, Tidaok hanya pendapatan dari
perimbangan, dampak terganggunya akfivitas
ekonomi di daerah di tengah pandemi inj,

pemerintah daerah Riau juga harus menurunkan
target pendapatan PAD tahun 2020 menjadi Rp.
3.1T, menurun 21,7% dari target yang ditetapkan
pada APBD Murni.

Grafik 29
Penyesuaian Target Pendapatan Berdasarkan sumber-sumber pendapatan daerah Tahun 2020
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Sumber; APBD Riau, Olahan FITRA

Akibat rasionalisasi belanja, penurunan belanja daerah se-Riau tahun 2020 rata-rata sebesar 17 persen.
Provinsi Riau penurunan mencapai 22 persen, sementara daerah kab/kota yang turun rasionalisasinya

adalah kota dumai hanya 6.52% dari pendapatan.

Rasionalisasi belanja cukup besar terjadi penurunan pada belanja modal dengan rata-rata 42 persen dan
belanja barang jasa 29 persen. Sementar itu, penurunan Belanja pegawai mencapai 4 persen, belanja tidak
terduga, belanja bansos 7 persen. Sedangkan untuk belanja tidak terduga/BTT terjadi peningkatan cukup
signifikan, di empat daerah yaitu Kota Dumai, Kota Pekanbaru, Kab. Kuantan Singingi dan Kab. bengkalis.

Grafik 30. Rasionalisasi Belanja Daerah se- Riau Akibat Covid-19
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Grafik 31. Potret Belanja Perubahan Paska Pandemic.
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4.2.3 Kebijakan Anggaran Penanganan Covid-
19 di Provinsi Riau

Realokasi Anggaran dan Refocusing Anggaran
Tahun 2020 di Provinsi Riau

Pemerintah Provinsi Riau, sudah melakukan figa kali
pergeseran belanja APBD 2020. Penyesuain belanja
pertama pada Maret 2020 sebesar Rp 74.98 Miliar,
yang direalokasikan  untuk lima  Organisasi
Perangkat Daerah (OPD) yaitu Dinas Kesehatan
Sebesar Rp 46.73 Miliar rumah sakit Jiwa Tampan
Sebesar Rp 2.325 Miliar, Rumah sakit Arifin Ahmad
Sebesar Rp 21.05 Miliar dan rumah sakit petala bumi
Sebesar Rp 4.872 Miliar.

Penyesuaian kedua pada bulan Mei, Sebesar Rp
399.396 Miliar dengan peruntukan belanja Bantuan
Keuangan (Bankeu) Kabupaten kota dan Bantuan
Keuangan (Bankeu) Kelurahan Sebesar Rp 26.8
Miliar, serta BTT sebesar Rp 372.596 Mlliar. Pergeseran
ketiga adalah perubahan APBD 2020, dimana
alokasi  belanja untuk penanganan covid 19
menjadi Rp 443.756 Miliar.

Jika dipersentasekan pergeseran belanja anggaran
pada tahapan pertfama sampai  kepada
perencanaan APBD perubahan 2020 mengalami
kenaikan sedikit sekitar 11,1%.
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Sumber; APBD, Data Olahan FITRA Riau.

Grafik 32. Pergeseran anggaran penanganan Covid-19
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PRESENTASE

Hal tersebut disebabkan keluarnya SK Bersama
Mendagri dan Menteri Keuangan No.119/2813/SJ
dan No 117/KMK.07.2020 yang mengamanatkan
pemerintah  daerah untuk  merasionalisasikan
anggaran belanja dari sektor pengadaan barang
dan jasa dan belanja modal masing-masing 50%.
Hal ini ditindaklanjuti oleh Pemprov Riau dengan
melakukan pergeseran kembali belanja anggaran
dengan rincian objek belanja seperti disajikan
dalam tabel berikut.
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Tabel 2. Rincian Belanja

Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

Perjalanan Dinas dan Luar
Dinas

Pengadaan kendaraan
dinas/operasional

Barang (Bahan/Material)

Pengadaan mesin dan

afributnya, serta pakaian
khusus dan hari  hari
tertentu

habisa pakai untuk alat berat
keperluan kantor
Pakaian dinas dan Pengadaan tanah

Sewa sarana mobil dan

pemeliharaan Renovasi ruangan
/gedung mebeleur, dan
perlengkapan
perkantoran

Perawatan kendaraan Pembangunan gedung

bermotor baru

Sewa Dan pembangunan

rumah/gedung/gudang infrastruktur lainnya yang

dan parker masih ditunda digfahun

berikutnya

Sewa alat berat
Jasa kantor dan sewa

antara lain untuk
langganan daya listrik, air
telekomunikasi dan
peralatan

Jasa konsultan  Tenaga
ahli, intrukstrur dan
narasumber

Makan dan minum serta
paket rapat dikantor di
kantor dan diluar kantor
Sosialisasi workshop dan
kegatan diskusi

Sumber: rincian objek belanja Pemrov Riau, BPKAD
diolah FITRA.

Perkembangan belanja anggara covid-19 Pada
APBD P. Dilihat dari, perkembangan anggaran
belanja penanganan covid-19 di  Provinsi
pergeseran penyesuaian APBD dan perubahan
APBDP 2020, Faktanya dari pergeseran
pertama,kedua sampai ketiga pada APBD
perubahan Pemerintah Provinsi Riau melakukan
perubahan belanja pada APBD perubahan 2020
untuk belanja bidang kesehatan sebesar Rp 76.27
Miliar sedangkan untuk alokasi anggaran belanja
yang lainnya seperti sektor pengamanan jaringan
sosial, dampak ekonomi tidak lagi dianggarkan
pada belanja APBDP sudah dianggarakan pada

APBD Penyesuaian 2020 dan anggaran belanja
yang sudah digeser tfersebut di canfumkan
pertangung-jowaban pada APBD Perubahan
2020 sebagai lampiran bahwa kegiatan belanja
sudah atau sedang proses dilaksanakan.

Tabel 3. peruntukan sasaran belanja pada Alokasi
APBD Perubahan Senilai Rp 76 Miliar

Belanja Bidang Kesehatan

penyediaan biaya pelayanan
kesehatan COVID 19
penanggulang krisis kesehatan COVID EEARKYACIRISCH00)
19

Insentif Tenaga Kesehatan Tahap 3

5.600.000.000,00

4.110.000.000,00
21.050.896.000,00

penanganan covid 19 Rsud arifin
ahmad
penanganan covid (RS. Petala bumi)

4.378.745.000,00

Sumber Dok APBD P 2020, Olahan FITRA

Sasaran Belnja Covid 19 Pada APBD Penyesuaian
dan Peubahan. update Informasi data realisasi
SP2D per 30 Desember 2020. Provinsi Riau, unfuk
alokasi Belanja Tidak Langsung sebesar Rp357.051
Miliar yang diperioritaskan untuk Bansos, Hibah,
Bankeu dan Belanja Tidak Terduga. Sedangkan
untuk belanja langsung pemprov mengalokasikan
belanja tfersebut untuk diperioritaskan pada
penanganan covid 19 di empat rumah sakit
daerah dan penyediaan biaya pelayanan serta
penanggulangan krisis kesehatan covid-19 pada
dinas kesehatan, dengan total belanja langsung
tersebut sebesar Rp 86.704, Miliar.

Berdasarkan trend pagu anggaran untuk
penanganan covid-19 di Provinsi Riau. Pemerintah
provinsi riau lebih cenderung mengalokasikan
anggaran belanja untuk penanganan covid-19
kepada belanja pemulihan ekonomi dan jaringan
pengaman sosial dari pada unfuk belanja
kesehatan sehingga belanja kesehatan lebin
cenderung sedikit. Jika dipersentasekan antara
belanja langsung dengan belanja fidak langsung
hanya 76% jauh lebih finggi belanja yang
diperioritaskan untuk bansos, Hibah, bankeu dan
BTT pada post belanja fidak langsung sebesar Rp
357.051 Miliar. Lihat Grafik di Bawah ini belanja
langsung pada poin (2) dan belanja tidak
langsung pada poin (1)
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Grafik 33
Sasaran Belanja Penanganan Covid-19 pada APBD
Penyesuaian dan APBDP 2020
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Sumber: Data Rekapitulasi SP2D Per 30 Desember 2020, Olahan Fitra

Belanja Covid 19 Salah Sasaran dan  Bukan
Kewenangan. Selain itu, Potfret dari Rincian belanja
covid berdasarkan APBD 2020 Penyesuaian dan
APBD P 2020. ferdapat belanja hibah pemerintah
provinsi riau kepada kepolisian daerah (Polda Riau)
sebesar 3.296 Miliar dan korem sebesar Rp 1 Miliar.
Hibah  tfersebut  diberikan  untuk  menjaga
pengamanan covid 19.

Jika ditelaah,dari fungsi  fidak berkolerasi bagi
penanganan  wabah covid apalagi  unfuk
pelayanan kesehatan dan pemberian hibah
kepada dua kembaga tersebut juga merupakan

belanja yang mubazir yang mana daerah lagi
mengalami kesulitan pembiayaan dalam
menangani covid fetapi pemerintah daerah justru
memberikan belanja hibah kepada dua lembaga
tersebut yang mana pemeberian hibah tersbut fidak
tepat dan tidak sesuai fungsi kewenangan.

Dilihat dari Potfret Kebutuhan Sebaiknya anggaran
hibah pada dua lembaga fersebut seharusnya
ditambahkan kepada belanja bidang kesehatan
yang cenderung lebih sedikit kalau dilihat dari
korelasi kebutuhannya jika anggaran hibah
diperuntukan kepada belanja kesehatan maka
korelasi jelas dalam implementasi penggunaan dan
capaian dari target belanja.

saat ini ferhitung belanja untuk pemberian layanan
kesehatan hanya Rp 5,6 Miliar, untuk penambahan
biaya penanganan kesehatan pada rumah sakit
daerah yang hanya dianggarkan sebesar Rp 4.378
miliar pada rumah sakit petala bumi dan unfuk
bansos fidak terduga juga nilainya sangat kecil
sebesar Rp 3.900 Miliar. Apabila anggaran hibah
tersebut dialihkan kepada belanja penanganan
kesehatan di dua rumah sakit tersebut ditambah
untuk biaya belanja bansos tidak terduga jika di
bagi maka masing-masing mendapatkan Rp 1.432
Miliar.

Grafik 34.
Rincian Anggaran Penanganan Covid-19 pada (APBD Penyesuaian dan A PBDP 2020)
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Sumber Dok.DPA Provinsi Riau. Olahan FITRA
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Uraian Kegiatan

Tabel 4. Simulasi Peruntukan Anggaran

Anggaran Simulasi Anggaran yang telah

dibagi menjadi (Simulasi)

Hibah  Kepada  Polda | 3.296.760.000 Jika anggaran Hibah Polda
(Pengamanan Covid-19) dan Korem dialihkan dan
Korem (Pengamanan | 1.000.000.000 dibagi 3 maka unfuk
Covid-19) belanja penanganan
Penanganan Covid-19 | 21,050.896.000 Covid-19 di RSUD Arifin | 22.483.149.333
RSUD Arifin Ahmad Ahmad dan RS Petala Bumi
Penanganan Covid-19 RS | 4.378.745.000 mendapatkan 5.810.998.333
Petala Bumi penambahan sebesar Rp.
Bansos Tidak Terduga 3.900.000.000 1.432.253.333 5.810.998.333

4.2.4 Realokasi dan
Refocusing Anggaran Tahun
2020 Kab/Kota Se- Riau

Selain pemerintah provinsi
Riau, Pemerintah kab/kota
juga melakukan realokasi
dan refokusing anggaran
pada belanja daerah dan
melakukan pergeseran
anggaran pada perubahan
APBD 2020. jika di totalkan

belanja anggaran untuk
penanganan  Covid 19
untuk  Kab. Se Riau

berjumlah Rp 881.045 Miliar.
Sedangkan untuk Kota Se-

Riau sebesar Rp 218.781
Miliar.  Jika dilihat  dari
peruntukan Belanja
anggaranya digunakan

untuk tiga sektor belanja
yaitu unfuk penanganan
dampak ekonomi sebesar
Ro 70.74 Miliar belanja
bidang kesehatan sebesar
Ro 666.064 Miliar dan
belanja anggaran untuk
Sosial Savety Neet (Jaringan
Pengaman Sosial) sebesar
Rp 363.020 Miliar pada
masing-masing belanja
anggaran daerah se riau.

Sumber: Data APBD, diolah diimulasikan oleh FITRA

Grafik 35.
Sektor Alokasi Belanja Anggaran Penanganan Covid Kab/Kota
Se-Riau, Berdasarkan APBD 2020 Penyesuaian
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Penelusuran FITRA RIAU dari sumber DJPK bahwa kab/kota yang
melakukan penyesuaian APBD untuk penanganan covid yang
paling besar adalah kab. Bengkalis sebesar Rp 206 Miliar dengan
program sosial savety net senilai Rp 98.498 Miliar, belanja Bidang
kesehatannya senilai Rp 98.498 Miliar dan Belanja untuk
penanganan dampak ekonomi Rp 82.889 Miliar.Sedangkan
daerah yang paling kecil adalah daerah Rokan Hulu dan kota
pekanbaru masing-masing menganggarkan untuk penanganan
covid-19 hanya berkisar 19.074 miliar.
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Grafik 36

Anggaran Penanganan Covid di 12 Kab/Kota se-Riau Berdasarkan APBD 2020 Penyesuaian
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Grafik 37.

Anggaran Penanganan Covid
di 12 Kab/Kota se-Riau
Berdasarkan APBD 2020
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Belanja COVID 19 KAB/KOTA Se Riau Cenderung Pada Alokasi
Kesehatan. Pemerintah Daerah di 12 Kab/Kota Se- Riau. lebih
cenderung mengalokasikan belanja anggaran tersebut untuk belanja
bidang pelayanan kesehatan covd-19 dari pada belanja yang
diperuntukan unfuk dampak ekonomi. Berdasarkan potretnya untuk
daerah di 12 Kab/kota yang besar mengalokasikan belanja bidang
pelayanan kesehatan adalah kab siak dengan alokasi sebesar Rp
147.38 Miliar. Sedangkan untuk belanja jaring pengaman sosial dan
belanja untuk dampak ekonomi lebih rendah hanya Rp 6.66 Miliar
dibandingkan dengan belanja bidang kesehatan dan sebesar Rp
40.13 Miliar belanja untuk jaring pengamanan sosial.

Sedangkan daerah yang stabil dalam belanja anggaran
penanganan covid 19 adalah kab.bengkalis, jika di telusuri untuk
belanja bidang kesehatannya adalah sebesar Rp 98.49 Miliar dan
unfuk belanja pengamanan jaringan sosial sebesar Rp 82.88 Miliar.
Sedangkan untuk belanja dampak ekonomi sebesar Rp 24.76 Miliar.
Sehingga Jika Ditotalkan dari 12 Kab/kota lainnya. Kab,bengkalis
merupakan kab. peringkat tertinggi di Provinsi Riau yang
mengalokasikan belanja covid 19 sebesar Rp 206.147 Miliar setelah
provinsi riau pada APBD Penyesuaian dan Perubahan.

Lima Daerah Kab/kota Tak Patuh di sektor Penanganan Dampak
Ekonomi. FITRA Riau mencatat,walaupun komitmen pemerintah
daerah sudah terbangun tetapi tidak menjadi daerah tersebut patuh
kepada peraturan pemerintah pusat yang felah menetapkan dan
mewaijibkan daerah untuk merealokasikan belanja anggaran pada
figa sekfor. Di Riau masih ditemukan daerah yang fidak patuh
terhadap orientasi belanja peruntukan dan fidak mengalokasikan
belanja untuk penanganan dampak ekonomi. yaitu Kab. Indragiri
Hulu, Kab. Kuantan singingi. Kab Rokan Hulu, Kab. Pelalawan dan Kota
Pekanbaru
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Grafik 38.
Sektor Belanja Penaganan Dampak Ekonomi 5 kab/kota Nihil Belanja.
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4.2.5 Potret Realisasi Anggaran Covid 19 Di Provinsi Riau (per/Desember 2020)

Kondisi Fiskal keuangan daerah akibat dampak
covid terus mengalami perubahan yang signifikan
terlihat dari pendapatan yang menurun dari target
yang ingin dicapai oleh pemerintah daerah sampai
kepada pergeseran belanja program yang
mengharuskan  pemerinfah  melakukan upaya
pengalihan belanja program untuk penanganan
covid 19. Artinya, pemerintah telah melakukan
upaya kebijakan unfuk menganulir percepatan
penanganan covid terlihat dari potret belanja
anggaran  bahwa pemerintah  daerah  lebih
cenderung mengalinkan proyeksi belanja
penanganan covid kepada pemulihan ekonomi,
dibandingkan dengan bidang kesehatan.

Berdasarkan realisasi Belanja penanganan covid 19
dalam ftotal pagu yang dianggarkan setelah
mengalami 3 kali tahapan pergeseran, menjadi Rp
443,755 Miliar dan hanya terrealisasinya sebesar Rp
392.819 Miliar. artinya jika dijumlahkan dalam poftret
realisasi tersebut bersisa belanja untuk penanganan
covid 19 di tahun belanja 2020 (Peneysuaain dan
Perubahan) dengan jumlah Rp 50.935 Miliar,

Perkembangan Realisasi Belanja Covid 19 di Provinsi
Riau. Provinsi Riau jika dilihat dari potret pelaksanaan
belanja anggaran sudah melakukan perencanaan
belanja anggaran sebesar Rp 443.755 Miliar akan
tetapi jika dilihat dari persentasenya hanya terserap
88.52% dari catatan realisasi per 30 desember.

Grafik 39. Realisasi anggaran covid Provinsi Riau

(per/desember 2020)
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Jika di lihat dari potret perkembangannya kenapa
pemerintah provinsi sedikit serapan anggaran
belanja penaganan covid 19 disebabkan fidak
100% bankeu penanganan dampak covid-19 yang
terserap dan itu terlihat pada kota pekanbary,
kab.kuasing dan kab.Bengkalis. Selain itu juga
terlihat pada bankeu keluarahan yang diawal
dianggarakan untuk bantuan fersbut sebesar
26.800,-miliar dan hanya terserap Rp 26.049 miliar
arfinya selisihnya sedikit. Sedangkan untuk bansos
tidak terencana dianggarakan pada belanja
daerah sebesar Rp 3.900 Miliar tetapi hanya terserap
Rp.60 Juta atau 1.54%. begitu juga dengan realisasi
belanja bidang kesehatan yang diperutukan pada
post belanja langsung hanya terserap Rp 324.607
Miliar dari Belanja anggaran Rp 357.057 Miliar.

Grafik 40.
Potret realisasi anggaran penanganan Covid-19, berdasarkan jenis belanja pada pemerintah Provinsi Riau
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4.2.6 Perkembangan Realisasi Anggaran Covid
19 Kab/kota se-riau (per/Agustus 2020)

unfuk kabupaten/kota yang rendah serapan di
bawah 20 persen terdapat pada daerah kab
Kuantan singingi dengan persentase 6% dengan
realisasi anggaran sebesar Rp 2.04 miliar. Di
lanjutkan kab siak dengan Readlisasi  belanja
anggaran sebesar Rp 21.3 Miliar dengan persentase
11 Persen dan kab.indragi hulu dengan persentase
13% dan realisasi belanjanya sebesar Rp 14.3 Miliar
serfa  kab.Kepulauan Meranti dengan realisasi
sebesar Rp 16.08 Miliar atau 19 %. Sedangkan
daerah dengan realisasi stabil adalah kab bengkalis
dengan alokasi belanja dari figa sektor (bidang
kesehatan,jaminan sosial,dan penanganan
dampak ekonomi) dengan alokasi belanjanya
dalam APBD Penyesuaian sebesar Rp 206 Miliar
dengan readlisasi Rp 112 Miliar dengan persentase
54%.

Grafik 41. Realisasi Anggaran Covid 12
Kabupaten/kota di Riau (per/Agustus 2020)
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4.2.7 Transparansi dan akuntabilitas

Penanganan Covid di Riau

1. Kinerja Keterbukaan Anggaran Covid

Hampir seluruh daerah di Riau memiliki website
khusus dalam penanganan covid19, kecuali pada
tiga daerah yaitu Kabupaten Meranti, Rokan Hilir
dan Kuantan Singingi. Berdasarkan penelurusan
website pemerintah, tidak ditemukan satupun
daerah yang mempublikasi informasi berkaitan
dengan kebiajkan anggaran penanganan covid19.
Informasi yang ditemukan hanya berkaitan dengan
sebaran angka covid-19, materi  sosialisasi
pencegahan covid, daftar rumah sakit rujukan dan
informasi lainnya bersifat himbauan dan protokol
kesehatan.

Informasi anggaran terkait covid19 di daerah
seharusnya penting unfuk dibuka ke publik dalam
rangka meningkatkan akuntabilitas penggunaan
dana covid19. Diketahui bahwa seluruh pemerintah
daerah se riau felah mengalokasikan dan
menggunakan anggaran yang secara khusus
digunakan unfuk penanganan covidl? sebagai

bentuk  komitmen kepala daerah untuk
penanganan kesehatan, dampak sosial  dan
pemulihan ekonomi. Untuk memastikan
akuntabilitas pengelolaan keuangan covidl?

seharusnya pemerintah mempublikasikan informasi
agar masyarakat dapat mengetahui bagaimana
kesiapan pemerintah untuk menghadapi ancaman
covid19. Anggaran yang dialokasikan  dan
dilaksanakan dengan kondisi darurat rentan untuk
diselewengkan.

Tidak Transparan, Bukti Pemerintah sewenang-
wenang tak akuntabel Fitra Riau juga menemukan
dari hasil tfracking lapangan bahwa  terdapat
berbagai masalah terkait dengan penanganan
covid di provinsi riau ferkhusus pada pemerintah
kota pekanbaru, adapun temuannya terkait
dengan maslaah pendistribusian, dan pendataan
Berikut catatan:
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Tabel 5. Masalah Transparansi penanganan covid-19 berdasarkan Penelusuran Lapangan

MASALAH CATATAN PROSES LING WEBSITE
/TEMUAN
BLT Tidak Tepat Warga kota pekanbaru melakukan pelayangan surat somasi kepada  https://www.metrotvnews.co

m/play/kWDCdo0D-
penyaluran-bansos-dinilai-

sasaran, warga Kotfa
lakukan somasi

walikota pekanbaru terkait dengan pendistribusian bansos yang fidak
semestinya. Somasi tersebut dilakukan warga atas keluarnya edaran SK
Walikota pekanbaru Nomor 283 Tahun 2020 dan Keputusan walikota  buruk-warga-pekanbaru-
nomor 336 Tahun 2020 tentang perpanjangan status Tanggap Darurat  layangkan-somasi-ke-wali-
Bencana Non Alam Akibat Covid-19 di kota pekanbaru, sk tersebut kota

berisikan tentang jumlah total warga yang menerima bantuan akan
tetapi fakta dilapangan bantuan diterima tidak sesuai dengan data
penerima.

pemerintah provinsi riau memberikan bantuan BLT kepada warga kota
pekanbaru melaui bankeu provinsi kepada 12 kab.kota se-riau. Dalam
proses penyaluran dana tersebut terdapat pemotongan dengan dalih
admnistrasi bank sebesar 50 Ribu yang dilakukan oleh bank Perkreditan
Rakyat (PBR) milik pemerintah kota pekanbaru

https://www.riauin.com/read-
15455-2020-07-01-waduh-
pemko-pekanbaru-ketahuan-
sunat-dana-bansos-covid19-
rpS0-ribu-per-kk.html

Alasan  Administrasi
BANK  dana  BLT
dipotong Rp 50 Rib

Puluhan RT/RW Tolak
bantuamn sembako
walikota pekanbaru

https://regional.kompas.com/r
€ad/2020/04/27/13433761/dat
a-tak-sesuai-yang-diajukan-

Maslaah pendataan berujung pada aksi RT/RW yang menolak bantuan
Sembako warga dari penelusuran FITRA bahwa aksi penolakan tersbut
diakibatkan bahwa pemkot akan menyalurkan bantuan kepada 40 ribu
kepala keluarga (KK). Jumlah itu terdiri dari 15 ribu KK miskin dan 25 ribu
warga terdampak covid-19 tapi hanya 15 ribu KK yang direalisasikan.
Sehingga untuk meminimalisir kegaduhan maka forum RT RW di kota
pekanbaru menolak bantuan sembako tersebut. Selain itu penyebab
lainnya adalah ketidaksesuai data penerima

Sumber: dari tracking Fitra berdasarkan liputan media

kondisi ini dapat diartikan bahwa, Pemerintah masih
belum bisa berkomitmen dalam penanganan covid
19 terdampat berbagai problem yang tfercatat
bahwa pemerintah enggan memperbaiki kebijakan
tersebut mulai dari membuka data penerima
bansos dan hibah, anggaran serta realisasi. apabila
ini ferus terjadi dan tidak ada penyelesaian dan
perbaikan maka tidak tutup kemungkinan akan ada
celah yang berujung pada perbuatan korupsi.
Meskipun demikian pemerintah provinsi riau sudah
membuat kebijakan platform mata bansos, satgas
covit tetapi dari penelusuran platform  yang
dibangun tersebut belum terbuka sepenuhnya dan
public masih sulit mendapatkan akses informasi.

2. Akuntablitas Kebijakan Anggaran covid-19
Provinsi dan Kab/Kota.

Faktanya pemerintah daerah, baik pemerintah
Provinsi Riau maupun 12 Kabupaten/Kota di Riau
belum sepenuhnya mematuhi mandate dari SKB
menteri tersebut, secara rata-rata rasionalisasi
belanja barang jasa hanya mencapai 29% dan
belanja modal rata-rata mencapai 42%, kecuali
pemerintah  Kabupaten Bengkalis dan Kota
Pekanbaru pada realokasi belanja modal sudah
melebihi angka 50%, masing-masing mencapai 54%
setelah melakukan penyesuaian APBD tahun 2020.

Ketidokpatuhan pemerintah  daerah terhadap
mandate SKB menteri tersebut, fentu akan
berkonsekuensi terhadap penetapan anggaran
transfer tahun anggaran 2021, yaitu penundaan

penyaluran dana alokasi umum (DAU) sebesar dari
kekurangan realokasi belanja barang jasa dan
belanja modal.

Grafik 42. Realokasi Belanja Barangjasa dan
Belanja Modal Di Provinsi Riau dan 12
Kabupaten/Kota, Tahun 2020
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Dengan demikian, kondisi ini tenfunya akan
berdampak terhadap kebijokan fiskal daerah,
disamping akan  ketidakpastian  berakhirnya
pandemi covid dan harus menyediakan anggaran
yang cukup, pemerintah daerah juga diharapkan
dapat  membiayai program-program  prioritas
daerah.
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4.2.8 Dampak dan Arah Belanja Covid 2021

1. Dompak Anggaran Pada Penanganan Kasus
Kondisi Covid 19 yang terjadi di Indonesia
khsusunya di provinsi Riau pada Tahun 2021 fidak
mengalami penurunan bahkan terjadi
peningkatan terus menerus per hari akan tetapi
peningkatannya juga tidak begitu tinggi. dari
kesimpulan data dalom perkembangan kasus
yang terkonfirmasi positif  covid mengalami
lonjakan tinggi dengan persentase 54 % akan
tetapi untuk pasien yang sembuh hanya 44% dan
angka kematian cenderung  sedikit dengan
persentase 1%

Grafik 43.
Data Konfirmasi Covid.19 provinsi riau
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Oleh karena itu, dari pofret hasil penelusuran,
Pemerintah  Provinsi Riau lebih cenderung
mengalokasikan belanja anggarannya kepada
belanja bidang jaminan pengaman sosial dan
penanganan dampak ekonomi dari pada belaja
bidang kesehatan yang jauh lebih sedikit sebesar
Rp 86.70 Miliar yang dipostkan untuk perioritas alat
kesehatan, penanganan kesehatan dan jasa
pemeriksaan pasien. Daei togtal anggaran
belanja tersebut fidak berefek Pada kesembuhan
pasien jika diasumsikan adalah sedikitnya
anggaran belanja kesehatan menajdi alasan
kurang berdampak pada kesembuhan warga
yang terkonfirmasi covid.

2. Fokus Belanja Untuk Penanganan Covid 19
Pada APBD 2021.

Provinsi Riau dalam Pendapatan Belanja Riau 2021
yang diproyeksikan sebelumnya turun, dilihat dari
kondisi fiskal dimasa pandemic. Untuk jumlah
pendapatan 2021 Provinsi Riau sebesar Rp 9.032
Triliun, Belanja daerah provinsi riau di tahun 2021
berjiumlah Rp 9.132,- Triliun dari sumber belanja
operasi Rp.6.293 ftriliun, belanja modal pemprov
sebesar Rp 979,-27 Miliar, belanja tidak terduga Rp
66.068,- Miliar dan belanja fransfer sebesar Rp
1,793 Triliun.

Grafik 44.
Perkembangan Belanja APBD 2020 - VS 2021
12.000,00
10.216,29 10.282,17

10.000,00 9.033 9.133

8.000,00

6.000,00

4.000,00

2.000,00

0,00 mAPBD 2020 m APBD 2021
PENDAPATAN BELANJA

Sumber Dok, APBD Provinsi Riau,Olahan FITRA

Potensi Belanja Covid 2021 belanja anggaran
untuk penanganan covid-19 Pada APBD 2021
Provinsi Riau, Malakukan alokasi belanja
Sebesar Rp 511.002 Miliar yang diperioritaskan
untfuk 5 hal yaitu Bankeu, Belanja Tidak
Terduga, Kesehatan dan Belanja Hibah dan
Bansos yang dipostkan melalui belanja Dinas
Sosial. Akan tetapi dari alokasi belanja tersebut
FITRA Riau belum mendapat kepastian secara
rincian dari masing-masing peruntukan belanja
tersebut untuk apa saja BIT dan berapa
peruntukan Bankeu Per Kab/kota yang diberikan
dikarenakan samapai saat ini pemprov belum
membuka secara rinci anggaran covid walaupun
dalam dokumen apbd 2021 sudah terbuka dan
proaktif melalui kanal website www.riau.go.ld.
Untuk belanja khusus penanganan
kesehatan,dalam APBD 2021 pemprov riau
mengalokasikan belanja untuk diperioritaskan
pada pengadaan obat vaksin senilai Rp 5.492
Miliar dan distribusi obat vaksin senilai Rp Rp 27.05
Miliar. Sementara itu untuk belanja pada
penanganan kesehatan yang dulunya di postkan
pada rumah sakit daerah di tahun 2020,tetapi di
apbd 2021 mengalami perubahan SOTK sehingga
anggaran belanaj untuk rumah sakit daerah di
postkan pada belanja dinas kesehatan provinsi

Grafik 45. Potensi Belanja Penanangan Covid-19
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Sumber Data APBD 2021, diolah FITRA
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